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ABSTRAK 
 
ANDI ARDIANSYAH DM (B11111149), TINJAUAN YURIDIS 
TERHADAP TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DENGAN CARA 
PEMBUJUKAN TERHADAP ANAK SELAKU KORBAN (Studi kasus 
Putusan No. 03/Pid.Sus-Anak/2014/ PN. Pangkajene), di bawah 
bimbingan Syamsuddin Muchtar sebagai Pembimbing I dan Nur 
Azisa sebagai Pembimbing II. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan ketentuan 
pidana dalam tindak pidana persetubuhan dengan cara pembujukan 
terhadap anak selaku korban dan pertimbangan hakim dalam 
menjatuhkan sanksi pidana persetubuhan dengan cara pembujukan 
terhadap anak selaku korban (Studi Kasus Putusan No. 03/Pid.Sus-
Anak/2014/PN. Pangkajene). 
Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Pangkajene. Jenis 
penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Jenis data dalam penelitian ini 
adalah data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpilan data 
yaitu teknik wawancara dan studi dokumen. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah analisis yuridis deskriptif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 1). Penerapan ketentuan 
pidana dalam tindak pidana persetubuhan dengan cara pembujukan 
terhadap anak selaku korban (studi kasus putusan No.03/Pid.Sus-
Anak/2014/PN.Pangkajene) menyatakan terdakwa secara sah dan 
meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana yang di dakwakan 
penuntut umum yaitu persetubuhan terhadap anak. Sebagaimana diatur 
dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak Jo. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 
dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan 
pelatihan kerja di Balai Latian Kerja (BLK) Kabupaten Pangkep selama 2 
(dua) bulan. 2). Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi 
pidana persetubuhan dengan cara pembujukan terhadap anak selaku 
korban (Studi Kasus Putusan No. 03/Pid.Sus-Anak/2014/PN. Pangkajene) 
meliputi pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan penuntut umum, 
keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti serta pasal-pasal 
hukum pidana dan pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar 
belakang terdakwa dalam melakukan tindak pidana, dalam hal ini anak 
sebagai pelaku tindak pidana maka hakim atas dasar demi keadilan 
menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya kepada anak yang melakukan 
tindak pidana.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Sebagai generasi penerus bangsa, anak sebagai aset negara 
merupakan cita-cita bangsa, selayaknya mendapatkan bimbingan 
dalam pertumbuhannya. Berhak pula atas perlindungan terhadap 
segala macam ancaman, hambatan, ataupun gangguan terhadap 
pertumbuhan dan perkembangannya. Anak merupakan suatu kekuatan 
sosial yang berperan sangat besar dalam pembangunan bangsa dan 
negara. Ditangan generasi muda inilah terletak masa depan suatu 
bangsa dan ditangan pemuda jugalah terletak tanggung jawab atas 
pembentukan kualitas generasi muda (anak) yang kelak akan menjadi 
pemimpin dan membangun hari depan umat manusia yang lebih baik. 
Dengan demikian, anak seharusnya mendapatkan pembinaan dan 
perlindungan, mengingat keadaan fisik dan mentalnya masih labil, yang 
dalam banyak hal perlu mendapat perlakuan dan perlindungan khusus, 
terutama terhadap perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan 
pertumbuhan dan perkembangannya. Sehubungan dengan hal tersebut 
maka sudah seyogyanya  anak mendapatkan perlindungan terhadap 
keselamatan dan keamanan yang secara nyata dalam aspek 
kehidupan. 
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Pada saat ini kejahatan terhadap anak sangat tinggi hal ini 
dibuktikan dengan maraknya kejahatan terhadap anak salah satunya 
yaitu tindak pidana mengenai persetubuhan anak yang dilakukan oleh 
orang dewasa maupun oleh anak, hal ini merupakan suatu ancaman 
yang sangat besar dan berbahaya bagi anak sebagai generasi penerus 
bangsa. Persetubuhan merupakan kejahatan yang sangat meresahkan 
masyarakat dan mempunyai tingkat keseriusan yang tinggi dan 
mengundang  fear of crime (ketakutan pada kejahatan) dalam 
masyarakat, yang  menyebabkan masyarakat merasa tidak aman. 
Persetubuhan merupakan kejahatan seks atau perzinahan, yang 
dinyatakan oleh Syariat Islam sebagai perbuatan melanggar hukum, 
yang layak dijatuhi hukuman maksimal, karena membawa akibat yang 
buruk, mengundang kejahatan dan dosa.1 
Persetubuhan terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak 
di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak 
untuk rangsangan seksual. Tindakan penyiksaan yang dilakukan 
terhadap anak termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk 
melakukan aktivitas seksual (terlepas dari hasilnya), memberikan 
paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, menampilkan 
pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak-
anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak (kecuali dalam konteks 
non-seksual tertentu seperti pemeriksaan medis), melihat alat kelamin 
                                                          
     1 M. Ali Chasan Umar, Kejahatan Seks dan Kehamilan Di Luar Nikah, Cetakan 1, (Jakarta:  CV 
Panca Agung, 1990), hlm. 26 
3 
 
anak tanpa kontak fisik (kecuali dalam konteks non-seksual seperti 
pemeriksaan medis), atau menggunakan anak untuk memproduksi 
pornografi anak. 
Dari ruang lingkup kekerasan seksual, mengenal adanya 
persetubuhan, yaitu segala perbuatan melanggar kesusilaan  
(kesopanan) atau perbuatan yang keji,  semuanya itu dalam lingkungan 
nafsu birahi.2 
Persetubuhan merupakan suatu perwujudan tidak sempurnanya 
rasa tanggung jawab dari seseorang terhadap sesama manusia. 
Persetubuhan adalah suatu hasil  interaksi akibat adanya suatu 
interelasi antara fenomena yang ada dan saling  mempengaruhi. 
Sekarang yang penting adalah memahami fenomena mana saja yang  
mempengaruhi eksistensi persetubuhan tersebut. Hal ini adalah penting 
berhubung  dengan penentuan siapa atau apa saja yang harus 
ditangani dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan 
persetubuhan ini.3 Persetubuhan termasuk juga bersetubuh telah 
tercakup di dalamnya. Menurut Pasal 81 ayat (1) Undang-undang 
Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 
terdapat hubungan antara si pelaku dengan orang yang disetubuhi.4      
                                                          
     2 R. Soesilo,  1995, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya  
Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politeia, hlm. 29 
     3 Rief Gosita, 1993, Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan karangan),  Edisi Kedua, Jakarta:  
Akademika Pressindo, hlm. 47.  
4 Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak. LN No. 109 Tahun 2002. TLN No. 4235 
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 Persetubuhan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur 
tentunya akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan 
lainnya terhadap anak tersebut. Dampak psikologis pada anak-anak 
akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat 
melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, 
perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada 
keterbelakangan mental. Keadaan tersebut kemungkinan dapat 
menjadi suatu kenangan buruk bagi anak korban persetubuhan 
tersebut. Peran aktif dari para aparat penegak hukum dalam 
menanggulangi kejahatan kesusilaan sangat diperlukan. Eskalasi 
kekerasan terhadap anak setiap hari terus meningkat.  
Seperti yang terjadi di Kabupaten Pangkep dengan Nomor 
Putusan 03/Pid.Sus/2014/PN.Pangkajene. dimana seorang anak 
membujuk anak melakukan persetubuhan dengan tipu muslihat dan 
serangkaian kebohongan. Di mana terdakwa mengenal saksi korban 
karena terdakwa mengambil nomor telepon dari teman saksi korban 
yang kemudian menjalani hubungan intensif selama 7 (tujuh) bulan dan 
akhirnya berpacaran. Selama berpacaran terdakwa mengajak saksi 
korban bertemu sebanyak 4 (Empat) kali. Selama berpacaran terdakwa 
melakukan beberapa tipu muslihat dan serangaikan kebohongan 
maupun pembujukan kepada korban. Tidak hanya itu terdakwa juga 
membujuk korban untuk mengikuti terdakwa agar saksi korban dapat 
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melakukan persetubuhan dengannya bahkan terdakwa berjanji untuk 
bertanggungjawab atas perbuatannya. Tipu muslihat yang dilakukannya 
membuat  saksi korban melakukan persetubuhan dengan terdakwa 
yang berdampak ditemukannya robekan pada selaput darah 
berdasarkan dengan Laporan Hasil Visum Et Repertum dari RSUD 
Pangkep. Akibat perbuatan terdakwa maka terdakwa dijerat dengan 
Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,  Undang-
Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 
Hakikat kejahatan seharusnya dilihat sebagai sesuatu yang 
merugikan korban, karena itu pidana yang dijatuhkan kepada pelanggar 
harus pula memperhatikan kepentingan si korban dalam bentuk 
pemulihan kerugian yang dideritanya. Kerugian yang harus dipulihkan 
tersebut, tidak saja kerugian fisik tetapi juga kerugian non fisik. Untuk 
memperhatikan kepentingan korban persetubuhan dalam penjatuhan 
pidana, bukan sekedar untuk memenuhi hak korban, bukan pula 
sekedar pertimbangan akal karena logika mengatakan demikian, tetapi 
jauh lebih dari itu adalah juga kepentingan korban tersebut. 
Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian 
dengan judul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan 
Dengan Cara Pembujukan Terhadap Anak Selaku Korban (Studi 
Kasus Putusan No. 03/PID.Sus-Anak/2014/PN. Pangkajene)” 
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B.  Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka 
penulis merumuskan : 
1. Bagaimanakah penerapan hukum tindak pidana persetubuhan 
dengan cara pembujukan terhadap anak selaku korban (Studi 
Kasus Putusan No. 03/Pid.Sus/2014/PN. Pangkajene)? 
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi 
tindak pidana persetubuhan dengan pembujukan terhadap anak 
selaku korban (studi kasus putusan No.03/PID.Sus-Anak/2014/ 
PN.pangkajene) ? 
C. Tujuan Penulisan 
  Adapun tujuan penulisan skripsi ini: 
1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum tindak pidana 
persetubuhan dengan cara pembujukan terhadap anak selaku 
korban (Studi Kasus Putusan No. 03/Pid.Sus/2014/PN. 
Pangkajene) 
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam 
menjatuhkan sanksi tindak pidana persetubuhan dengan cara 
pembujukan terhadap anak selaku korban (Studi Kasus Putusan 
No. 03/Pid.Sus/2014/PN. Pangkajene)? 
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D. Manfaat Penulisan 
 Adapun manfaat yang dapat diambil dari penulisan ini adalah :  
1. Diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bahan kajian 
sebagai suatu usaha mengembangkan konsep pemikiran secara 
lebih logis dan sistematis untuk mengetahui penerapan hukum 
tindak pidana persetubuhan dengan cara pembujukan terhadap 
anak selaku korban dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 
sanksi tindak pidana persetubuhan dengan cara pembujukan 
terhadap anak selaku korban (Studi Kasus Putusan No. 
03/Pid.Sus/2014/PN. Pangkajene) 
2. Manfaat secara praktis dari penulisan ini adalah diharapkan dapat 
menambah pengetahuan dan wawasan serta pemahaman dan 
sebagai bahan masukan yang berguna dalam upaya menjadikan 
kita sebagai sarjana hukum yang berintegritas tinggi dalam 
menjunjung keadilan. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A.  Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan 
dalam tanda kutip “strafbaar feit ’’ untuk menyebutkan apa yang dikenal 
sebagai “tindak pidana”. namun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP) itu sendiri tidak memberikan penjelasan mengenai maksud 
sebenarnya dari stafbaar feit itu sendiri.5 Strafbaar feit merupakan 
istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa 
Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, 
perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat di  
pidana. Kata Strafbaar feit terdiri dari 3 kata, yakni straf, baar dan feit. 
Berbagai istilah yang di  gunakan sebagai terjemahan dari strafbaar feit 
itu, ternyata straf diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Perkataan 
baar diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata feit 
di terjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.6  
Pengertian dari perkataan straafbaarfeit menurut para ahli yaitu: 
a. J.T.Jonkers 
Peristiwa pidana ialah perbuatan yang melawan hukum 
(wederrchttelijk) yang berhubungan dengan kesengajaan atau 
                                                          
     5 P.A.F. Lamintang, 1997, Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia,Bandung, Citra Aditya Bakti, 
hlm 181 
     6 Adami Chazawi, 2002, Pengantar Hukum Pidana Bag 1, Jakarta, Grafindo, hlm 69 
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kesalahan yang di lakukan oleh orang yang dapat di 
pertanggungjawabkan. 
b. Wirjonoprojodi  Koro 
Tindak pidana itu adalah suatu perbuatan  yang pelakunya dapat 
dikenakan hukuman pidana. 
c. h.j.Van Schrafendi  Jk 
Perbuatan yang boleh dihukum adalah kelakuan orang yang 
begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga 
kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh 
seorang yang karena itu dapat di  persalahkan.7 
d. Simons 
Dalam rumusan straafbaarfeit yaitu: 
“Tindakan melawan hukum yang telah dilakukan dengan sengaja 
ataupun dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat di 
pertanggungkawabkan atas tindakannnya oleh Undang-Undang 
telah di nyatakan sebagai tindakan yang dapat di  hukum.”8 
Simons berpendapat hukum pidana adalah kesemuanya 
perintah-perintah dan larangan-larangan yang di adakan oleh 
dan yang diancam dengan nestapa (pidana) barang siapa yang 
tidak mentaatinya, kesemuanya aturan-aturan yang menentukan 
syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan 
untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana 
tersebut. 
  Alasan dari Simons mengapa straafbaarfeit harus dirumuskan 
seperti di  atas karena:9 
1) Untuk adanya suatu straafbaarfeit disyaratkan bahwa disitu 
terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan 
Undang-Undang dimana pelanggaran terhadap larangan atas 
kewajiban seperti itu telah di  nyatakan sebagai tindakan yang 
dapat dihukum; 
2) Agar suatu tindakan seperti itu dapat dihukum maka tindakan itu 
harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang di  
rumuskan dengan Undang-Undang; 
3) Setiap straafbaarfeit sebagai pelanggaran terhadap suatu 
larangan atau kewajiban menurut Undang-Undang itu, pada 
hakikatnya merupakan tindakan melawan hukum atau suatu 
onerchtmatige handeling. 
  Jadi  sifat melawan hukum timbul dari suatu kenyataan 
bahwa tindakan manusia bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan, hingga pada dasarnya sifat tersebut 
bukan suatu unsur dari delik yang mempunyai arti tersendiri 
seperti halnya dengan unsur lain. 
  
                                                          
     7 ibid. hlm 75 
     8 Evi Hartanti, 2008, Tindak Pidana Korupsi Edisi Ke Dua, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 5 
     9Ibid 
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e. Hazewinkel-Suringa 
Straafbaarfeit adalah suatu perilaku manusia yang pada suatu 
saat tertentu telah di tolak di dalam suatu pergaulan hidup 
tertentu dan di anggap sebagai perilaku yang harus di tiadakan 
oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang 
bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya. 
f. Van Hamel 
Strafbaarfeit adalah suatu serangan atau ancaman terhadap 
hak-hak orang lain. 
g. Pompe 
Strafbaarfeit adalah suatu pelanggaran Norma (gangguan 
terhadap tertip hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak 
dengan sengajap telah di lakukan oleh seorang pelaku, dimana 
penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi 
terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. 
h. Van Hattum  
Sesuatu tindakan itu tidak dapat di pisahkan dari orang yang 
telah melakukan tindakan tersebut. menurut beliau, perkataan 
strafbaar itu berarti “voor straf in aanmerking komend”atau “straf 
Verdienend” yang juga mempunyai arti sebagai “pantas untuk di 
hukum” sehingga perkataan “strafbaarfeit” seperti yang telah di 
gunakan oleh pembentuk Undang-Undang dalam kitab Undang-
Undang hukum pidana itu secara “eliptis” haruslah di artikan 
sebagai suatu “tindakan, yang karena telah melakukan tindakan 
semacam itu membuat seseorang menjadi   dapat di hukum” 
atau suatu “feit teerzake van hetwel een person strafbaar is”.10 
i. E. Utrecht  
Menerjemahkan straafbaarfeit dengan istilah peristiwa pidana 
yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu 
Handelen atau doen-positif atau suatu melalaikan nalaten-negatif 
maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan 
atau melalaikan itu). Peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa 
hukum (rechtsfeit), yaitu peristiwa kemasyarakatan yang 
membawa akibat yang di atur oleh hukum. 
Tindakan semua unsur yang di singung oleh suatu ketentuan 
pidana dijadikan unsur yang mutlak dari suatu peristiwa 
pidana.Hanya sebagian yang dapat dijadikan unsur-unsur mutlak 
suatu tindak pidana.Yaitu perilaku manusia yang bertentangan 
dengan hukum (unsur melawan hukum), oleh sebab itu dapat 
jatuhi suatu hukuman dan adanya seorang pembuat dalam arti 
kata bartanggung jawab.11 
 
 
 
                                                          
     10 P.A.F. Lamintang,Opcit, hlm. 181 
     11  Evi Hartanti,Opcit, Hlm. 6 
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2. Unsur-unsur Tindak Pidana 
a. Unsur Subjektif  
1. Kesengajaan atau kealpaan (dolus atau Culpa) 
Kesengajaan dalam hukum pidana adalah merupakan bagian 
dari kesalahan.Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan 
yang lebih erat terhadap suatu tindakan (yang terlarang) dibanding 
dengan kealpaan (culpa). Karenanya ancaman pidana pada suatu 
delik jauh lebih berat, apabila adanya kesenggajaan daripada 
dengan kealpaan. Bahkan ada beberapa tindakan tertentu, jika 
dilakukan dengan kealpaan, tidak merupakan tindakan pidana, yang 
pada hal jika dilakukan dengan sengaja, ia merupakan suatu 
kejahatan seperti misalnya penggelapan (Pasal 372 KUHP). 
Merusak barang-barang (Pasal 406 KUHP) dan lain sebagainya. 
Kealpaan, seperti juga kesengajaan adalah salah satu bentuk 
dari kesalahan. Kealpaan adalah bentuk yang lebih rendah 
derajatnya dari pada kesengajaan. Tetapi dapat pula dikatakan 
bahwa kealpaan itu adalah kebalikan dari kesengajaan, karena bila 
mana dalam kesengajaan, sesuatu akibat yang timbul itu 
dikehendaki, walaupun pelaku dapat memperaktikkan sebelumnya. 
disinilah juga letak salah satu kesukaran untuk membedakan antara 
kesengajaan bersyarat (dolus eventualis) dengan kealpaan berat 
(culpa lata). 
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2. Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau 
pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 
KUHP. 
3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat 
misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, 
pemerasan, pemalsuan dan lain-lain. 
4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad 
seperti yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan 
menurut Pasal 340 KUHP. 
5. Perasaan takut yang antara lain terdapat didalam rumusan 
tindak pidana  menurut Pasal 308 KUHP. 
b.  Unsur Objektif 
1. Sifat melawan hukum 
2. Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil 
melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 415 KUHP 
3. Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai 
penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.12 
3. Jenis Tindak Pidana 
Di  bawah ini akan disebut berbagai pembagian jenis delik, antara 
lain: 
 
 
                                                          
      12 Evi Hartanti, 2012, Tindak Pidana Korupsi,  op. cit.  Hlm .7 
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a. Kejahatan dan Pelanggaran 
Pembagian  delik  atas  kejahatan  dan  pelanggaran  ini 
disebut  oleh KUHP. Tetapi ilmu pengetahuan mencari secara 
intensif ukuran (kriterium) untuk membedakan kedua jenis delik itu. 
Ada dua pendapat : 
Ada  yang  mengatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada 
perbedaan yang bersifat kualitatif. Dengan ukuran ini lalu didapati 2 
jenis delik, ialah : 
1. Rechtdelicten  ialah  yang  perbuatan  yang bertentangan 
dengan  keadilan,  terlepas apakah perbuatan itu diancam 
pidana  dalam suatu Undang-Undang atau tidak, jadi yang 
benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan 
dengan keadilan misal : pembunuhan, pencurian. Delik-delik 
semacam ini disebut “kejahatan” (mala perse). 
2. Wetsdelicten ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari 
sebagai tindak pidana karena Undang-Undang menyebutnya 
sebagai delik, jadi  karena  ada Undang-Undang mengancamnya 
dengan pidana. Misalnya :  memarkir mobil disebelah  kanan  
jalan (mala quia prohibita). Delik-delik semacam ini disebut 
“pelanggaran”.  Perbedaan  secara  kualitatif  ini  tidak dapat 
diterima,  sebab  ada  kejahatan  yang  baru  disadari sebagai  
delik  karena  tercantum  dalam  Undang-Undang pidana,  jadi  
sebenarnya  tidak  segera  dirasakan sebagai  bertentangan 
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dengan rasa keadilan, dan sebaliknya ada “pelanggaran”, yang 
benar-benar dirasakan bertentangan dengan rasa keadilan.  
Oleh  karena  perbedaan secara demikian itu tidak memuaskan 
maka dicari ukuran lain. 
   Ada yang mengatakan bahwa antara kedua jenis delik itu 
ada perbedaan yang bersifat kuantitatif. Pendirian ini hanya 
meletakkan kriterium pada perbedaan yang dilihat dari segi 
kriminologi, ialah “pelanggaran” itu lebih ringan dari pada 
“kejahatan”. Mengenai pembagian delik dalam kejahatan dan 
pelanggaran itu terdapat suara-suara yang menentang. Seminar 
Hukum Nasional 1963 tersebut diatas juga berpendapat, bahwa 
penggolongan-penggolongan dalam dua macam delik itu harus 
ditiadakan. 
1. Kejahatan ringan : 
2. Dalam KUHP juga terdapat delik yang digolongkan sebagai 
kejahatan-kejahatan  misalnya  Pasal  364,  373,  375, 379, 
382, 384, 352, 302 (1), 315,dan  407.     
b. Delik  formil  dan delik materiil ( delik dengan perumusan secara 
formil dan delik dengan perumusan secara materil) 
1. Delik  formil itu  adalah  delik  yang  perumusannya  dititikberatkan  
kepada  perbuatan  yang  dilarang.  Delik  tersebut telah  selesai  
dengan  dilakukannya  perbuatan  seperti  tercantum   dalam  
rumusan   delik.   Misal  :  penghasutan  (Pasal 160 KUHP),   
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dimuka  umum  menyatakan  perasaan  kebencian,  permusuhan 
atau penghinaan kepada salah satu atau lebih golongan rakyat di 
indonesia (Pasal 156 KUHP); penyuapan (Pasal 209, 210 KUHP); 
sumpah palsu (Pasal 242 KUHP); pemalsuan surat (Pasal 263 
KUHP); pencurian (Pasal 362 KUHP). 
2. Delik materil adalah delik yang perumusannya dititikberatkan 
kepada akibat yang tidak dikehendaki  (dilarang). Delik ini baru 
selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. 
Kalau belum maka paling banyak hanya ada percobaan. Misal : 
pembakaran (Pasal 187 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), 
pembunuhan (Pasal 338 KUHP). 
c. Delik commisionis, delik ommisionis dan delik commisionis 
perommisionen commisse. 
1. Delik commisionis : delik yang berupa pelanggaran terhadap 
larangan, ialah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, 
penggelapan, penipuan. 
2. Delik ommisionis : delik yang berupa pelanggaran terhadap 
perintah, ialah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan / 
yang diharuskan, misal : tidak menghadap sebagai saksi 
dimuka pengadilan (Pasal 522 KUHP), tidak menolong orang 
yang memerlukan pertolongan (Pasal 531 KUHP). 
3. Delik commisionis per ommisionen commissa : Delik yang 
berupa pelanggaan larangan (dus delik commissionis), akan 
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tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misal : 
seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberi 
air susu (Pasal 338, 340 KUHP), seorang penjaga wissel yang 
menyebabkan kecelakaan kereta api dengan sengaja tidak 
memindahkan wissel (Pasal 194 KUHP). 
d. Delik dolus dan delik culpa (doleuse en culpose delicten) 
1. Delik dolus : delik yang memuat unsur kesengajaan, misal : 
Pasal 187, 197, 245, 263, 310, 338 KUHP 
2. Delik culpa : delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu 
unsur misal : Pasal 195, 197, 201, 203, 231 ayat 4 dan Pasal 
359, 360 KUHP. 
e. Delik tunggal dan delik berangkai (enkelvoudi  ge en samenge-
stelde delicten) 
1. Delik tunggal : delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan 
satu kali. 
2. Delik berangkai : delik yang baru merupakan delik, apabila 
dilakukan beberapa kali perbuatan, misal : Pasal 481 
(penadahan sebagai kebiasaan) 
f. Delik yang berlangsung terus (voordurende en aflopende delicten) 
Delik yang berlangsung terus : delik yang mempunyai ciri bahwa 
keadaan terlarang itu berlangsung terus, misal : merampas 
kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP). 
g. Delik Biasa dan Delik Aduan 
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Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya 
penuntutan pidana tidak disyaratkan adanya aduan dari yang 
berhak. Sedangkan delik aduan adalah tindak pidana yang untuk 
dilakukannya penuntutan pidana  disyaratkan adanya aduan dari 
yang berhak. 
Contoh-contohnya: 
1. Delik biasa: pembunuhan ( Pasal 338) dll. 
2. Delik aduan: pencemaran (Pasal 310), fitnah (Pasal 311), dll. 
h. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya / peringannya 
(eenvoudi  ge dan gequalificeerde / geprevisilierde delicten) 
Delik yang ada pemberatannya, misalnya: penganiayaan yang 
menyebabkan luka berat atau matinya orang (Pasal 351 ayat 2, 3 
KUHP), pencurian pada waktu malam hari dan sebagainya. (Pasal 
363). Ada delik yang ancaman pidananya diperingan karena 
dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya: pembunuhan kanak-
kanak (Pasal 341 KUHP). Delik ini disebut “geprivelegeerd delict”. 
Delik sederhana; misalnya: penganiayaan (Pasal 351 KUHP), 
pencurian (Pasal 362 KUHP).   
i. Delik ekonomi (biasanya disebut tindak pidana ekonomi) dan bukan 
delik ekonomi  
Apa yang disebut tindak pidana ekonomi itu terdapat dalam Pasal 1 
Undang-Undang Darurat No. 7 tahun 1955, Undang-Undang 
Darurat tentang Tindak Pidana Ekonomi. 
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4. Tempat dan Waktu Tindak Pidana 
  Tidak mudah untuk menentukan  secara pasti tentang waktu 
dan tempat dilakukannya tindak pidana. Hal ini disebabkan oleh 
hakikat tindak pidana merupakan tindakan manusia, dimana pada 
waktu melakukan tindakannya seringkali manusia menggunakan alat 
yang dapat menimbulkan akibat dan waktu pada tempat yang lain 
dimana orang tersebut menggunakan alat alat itu. Dapat pula terjadi   
bahwa tindakan dari seorang pelaku telah menimbulkan akibat pada 
waktu dan tempat yang lain daripada waktu dan tempat di mana 
pelaku tersebut telah melakukan perbuatannya. Jadi, tempus delicti 
adalah waktu di mana telah terjadi sesuatu tindak pidana sedangkan 
locus delicti adalah tempat tindak pidana berlangsung.13 
  Menurut Van Bemmelen14 yang dipandang sebagai tempat 
dan waktu dilakukannya tindak pidana pada dasarnya adalah tempat 
di mana seorang pelaku telah melakukan perbuatan secara materil. 
Yang dianggap sebagai locus delicti adalah: 
1. Tempat di mana seorang pelaku itu telah melakukan sendiri 
perbuatannya; 
2. Tempat di mana alat yang telah dipergunakan oleh seorang itu 
bekerja; 
3. Tempat di mana akibat langsung dari suatu tindakan itu telah 
timbul; Tempat di mana akibat konstitutif itu telah timbul. 
 
 
 
 
 
                                                          
      13 Ibid. Hlm. 8 
     14 Evi Hartanti, Ibid. Hlm. 8 
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B. Anak 
1. Pengertian Anak 
Pengelompokan pengertian anak memiliki aspek yang sangat 
luas. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa Undang-Undang yang 
mengatur status dan perlakuan terhadap anak memiliki perbedaan 
mengenai batasan atau defenisi usia yang dikategorikan sebagai 
anak. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak 
adalah keturunan kedua. Dalam konsideran Undang-Undang No. 23 
Tahun 2002 tentang perlindungan anak dikatakan bahwa anak adalah 
amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya 
melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut 
dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda 
penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan 
mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan 
eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. 
Sehubungan dari penjabaran diatas maka ada beberapa 
pengertian anak yang tertera dalam beberapa peraturan terkait 
sebagai berikut: 
a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
    Berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat 1 dan Pasal 50 ayat 1, 
maka batasan untuk disebut anak adalah belum mencapai 18 
tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan 
b. Undang-Undang No. 1 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.  
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 Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (2) maka anak, adalah seorang     
yang belum mencapai 12 tahun dan belum pernah kawin.  
c. Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Lembaga 
Pemasyarakatan  
Menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 huruf a,b, dan c UU No 12 
Tahun 1995, bahwa anak didik pemasyarakatan baik Anak 
Pidana, Anak Negara dan Anak Sipil untuk dapat didik di 
lembaga Pemasyarakatan Anak adalah paling tinggi sampai 
berumur 18 tahun. 
d. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 
dalam Pasal 1 sub 5 dinyatakan bahwa anak adalah setiap 
manusia yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah 
termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal 
tersebut demi kepentingannya. 
e. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
dalam Pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa anak adalah seseoang 
yang belum beerusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam 
kandungan.  
f. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1988 tentang Usaha 
Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah. 
 Menurut ketentuan ini, anak adalah seseorang yang mencapai  
umur 21 tahun dan belum pernah kawin.  
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g. Hukum adat dan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik      
Indonesia.  
Dalam hukum adat Indonesia, batasan umur untuk disebut anak 
bersifat pluralistik. Dalam artian kriteria untuk menyebut bahwa 
seseorang tidak lagi disebut anak dan telah dewasa beraneka 
ragam istilahnya. Misalnya : telah “kuat gawe”, ”akil baliq” 
“mennek bajang”, daan lain sebagainya.  
Sedangkan menurut yurisprudensi mahkamah agung yang 
berorientasi pada hukum adat di  Bali menyebutkan batasan umur 
anak adalah dibawah 15 tahun seperti putusan Mahkamah Agung 
RI No : 53 K/Sip/1952 tanggal 1 juni 1955 dalam perkara Antara  I 
Wayan Rumah melawan Ni Ktut Kartini. Kemudian di wilayah 
Jakarta adalah 20 (dua puluh) tahun seperti putusan Mahkamah 
Agung RI No : 601 K/Sip/1976 tanggal 2 November 1976 dalam 
perkara antara moch. Eddy Ichsan dan kawan-kawan melawan 
FPM Panggabean dan Edwar Panggabean.15 
h.  Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. 
Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah 
berusia 8 tahun, tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum 
pernah kawin. 
i. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan  
 Nasional. 
                                                          
     15 Nashriana, 2011, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesi,Raja Grafindo Persada, 
Jakarta,Hlm. 6. 
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Undang-Undang ini memberlakukan wajib belajar 9 tahun, yang 
dikonotasikan menjadi  anak berusia 7 sampai 15 tahun. 
j. Konvensi PBB tentang hak anak (convention on the right of the 
child). 
Definisi anak: “anak berarti setiap manusia dibawah umur 18 
tahun, kecuali menurut Undang-Undang yang berlaku pada 
anak, kedewasaan dicapai lebih awal”.16 
Berbagai macam defenisi tersebut, menunjukkan adanya 
disharmonisasi perundang-undangan yang ada. Sehingga, pada 
praktiknya dilapangan akan banyak kendala yang akan terjadi   
akibat dari pada perbedaan tersebut.17 
Dilihat dari tingkat usia, batasan seseorang dikategorikan 
sebagai anak dapat dilihat pada agambaran berikut ini, di mana 
diberbagai negara di dunia tidak ada keseragaman tentang batasan 
umur seseorang dikategorikan sebagai anak seperti:  
a) Di Amerika Serikat, 27 negara bagian menetukan batas umur 
antara 8 – 18 tahun, sementara 6 negara bagian lain menetukan 
batas umur antara 8 – 17 tahun, semantara adapula negara 
bagian yang lain menentukan  batas umur antara 8 – 16 tahun;  
b) Di Inggris, ditentukan batas umur antara 12 – 16 tahun; 
c) Di Australia, kebanyakan negara bagian menentukan batas umur 
antara 8 – 16 tahun; 
d) Di Belanda, menetukan batas umur antara 12 – 18 tahun; 
e) Di Srilangka, menentukan batas umur antara 8-16 tahun; 
f) Di Irian, menentukan batas umur antara 6-18 tahun; 
                                                          
     16 M. Nasir Djamil, 2013, Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem 
Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA), Sinar Grafika,Jakarta, hlm.9.  
     17 Ibid. 
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g) Di Jepang dan Korea menentukan batas umur antara 14 – 20 
tahun; 
h) Di Taiwan, menentukan batas umur antara 14-18 tahun; 
i) Di Kamboja, menentukan batas umur antara 15- 18 tahun; 
j) Di Negara-Negara ASEAN lain, antara lain: Filipina ( antara 7- 16 
tahun); Malaysia (antara 7 – 18 tahun); singapura (antara 7 – 18 
tahun)18 
 
2. Hak-Hak Perlindungan Atas Anak 
 Dalam hukum positif Indonesia, perlindungan hukum terhadap 
hak-hak anak dapat ditemui di berbagai peraturan perundangan-
undangan, seperti yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 
36 Tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990, yang merupakan 
ratifikasi dari Konvensi PBB Konversi tentang Hak-hak Anak 
(Convention on the rights of the child); Undangan-Undang No. 4 
Tahun 1979 tentang Kejahatan Anak;  dan Undang-Undang No. 23 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Secara rinci dapat dilihat 
pada yang berikut ini: 
 Hak-hak anak dalam konvensi PBB (KepPres No.30 Tahun 1990): 
a. Memperoleh perlindungan dari bentuk diskriminasi dan hukuman 
b. Memperoleh perlindungan dan perawatan seperti untuk   
    kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan. 
c. Kebebasan menyatakan pendapat/pandangan 
d. Memperoleh informasi dan aneka ragamsumber yang diperlukan 
e. Memperoleh perlindungan akibat kekerasan fisik, mental, 
penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan salah 
(eksploitasi) serta penyalahgunaan seksual. 
f. Hak anak atas taraf hidup yang layak bagi perkembangan fisik, 
mental, dan sosial. 
g. Larangan penyiksaan, hukuman yang tidak manusiawi. 
h. Hukum acara peradilan anak. 
                                                          
     18 Ibid,hlm.8 
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 Hak-hak anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak ( Pasal 4 - Pasal 8): 
a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, 
dan berprestasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat 
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi. 
b. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesahatan dan 
jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, 
dan sosial. 
c. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, 
menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan 
tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya 
sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.  
d. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sarana 
penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukum yang tidak 
manusiawi. 
e. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak 
hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan 
hanya dilakukan sebagai upaya terkahir.  
f. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak: mendapatkan 
perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan 
dari orang dewasa; memperoleh bantuan hukum atau bantuan 
lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang 
berlaku; dan membela diri dan memperoleh keadilan didepan 
pengadilan anak yang menjadi objek dan tidak memihak dalam 
sidang tertutup untuk umum. 
g. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual 
atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirhasiakan. 
h. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana 
yang berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. 
 
3.  Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak 
   Arif gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah 
usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan 
kewajibannya. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya 
menyangkut langsung pengaturan dalam perundangn-undangan. 
Kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya 
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perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas 
pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan 
dependent disamping karena adanya golongan anak-anak yang 
mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik 
rohani, jasmani maupun sosial.19 
 Pasal 13 Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang 
Perlindungan Anak, menentukan bahwa: 
 (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau 
pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, 
berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan: 
a. diskriminasi 
b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, 
c.  penelantaran 
d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan. 
e. ketidakadilan, dan  
f. perlakuan salah lainnya. 
(2)  Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan 
segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 
maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.20 
  Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan meliputi 
kekerasan fisik, psikis dan seksual dilakukan melalui upaya (Pasal 
69 ayat (1)): 
1. Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-
undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan. 
2. Pemantauan, pelaporan dan pemberian saksi21 
  Untuk menjaga tegak dan keutuhan keluarga, masyarakat, 
Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka 
                                                          
     19 Maidin Gultom, 2013, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, Refika Aditama, 
Bandung, hlm. 97 
     20 Ibid. 
     21 Abdussalam, 2007, Hukum Perlindungan Anak, Restu Agung, Jakarta, Hlm 49 
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memerlukan kepedulian yang sangat tinggi baik bagi orang tua, 
keluarga dan masyarakat, maupun bangsa dan negara terhadap 
perlindungan anak dalam kondisi yang sangat memprihatinkan 
terutama bencana alam, kebakaran, kerusuhan dan dalam situasi 
konflik bersenjata. Perlindungan anak yang diperlakukan secara 
khusus adalah : 
a.   Pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pangan, sandang 
dan pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berkreasi, 
jaminan keamanan dan persamaan kelakuan. 
b.   Pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang 
cacat dan anak anak yang mengalami psiko sosial. 
c.   Selamatkan anak dari pengekrutan dan diperalat anak untuk 
dijadikan sarana melakukan kejahatan-kejahatan, kepentingan 
militer, berkonflik dengan hukum dan korban tindak pidana. 
  Bagi anak yang menjadi korban tindak pidana, maka 
pemerintah dan masyarakat mempunyai kewajiban dan 
tanggungjawab dalam memberikan perlindungan anak secara 
khusus dengan melaksanakan melalui: 
1. Upaya rehabilitasi baik dalam lembaga maupun diluar lembaga. 
2. Upaya dari pemberitaan identitas melalui media massa. 
3. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli 
baik fisik, mental, maupun sosial. 
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4. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai 
perkembangan perkara.22 
C. Tindak Pidana Persetubuhan 
1. Pengertian Tindak Pidana Persetubuhan  
  Belakangan ini sering sekali terdapat kasus mengenai tindak 
pidana kesusilaan yang meliputi tindakan perkosaan maupun 
persetubuhan baik terhadap orang dewasa maupun terhadap 
anak.Yang lebih mengherankan lagi adalah tindak pidana kesusilaan 
sekarang bukan hanya lagi dilakukan oleh orang dewasa saja 
melainkan juga kasus tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh 
anak. Berikut pengertian persetubuhan menurut para ahli : adanya 
persetubuhan yakni adanya peraduan antara anggota kelamin laki-laki 
dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi 
anggota kelamin laki-laki harus masuk kedalam anggota kelamin 
perempuan sehingga mengeluarkan air mani, dalam Pasal 284 KUHP 
dapat dikatakan persetubuhan terjadi apabila anggota kelamin pria 
telah masuk dalam lubang kemaluan wanita sedemikian rupa 
sehingga akhirnya mengeluarkan air mani sedangkan persetubuhan 
menurut medik adalah perpaduan alat kelamin perempuan dengan 
penetrasi seringan-ringannya dengan atau tanpa mengeluarkan mani 
yang mengandung sel  sperma. 
 
                                                          
     22 Abdussalam, Ibid, Hlm 58 
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2. Perbuatan membujuk 
  Asal katanya verlaiden (belanda), yang pada umumnya 
diterjemahnya ke dalam bahasa indonesia dengan membujuk. Seosilo 
selain menerjemahkan dengan membujuk, juga dengan menggoda, 
tetapi Sianturi menerjemahkan dengan menjerumuskan.   
  Membujuk (verleiden) adalah perbuatan mempengaruhi 
kehendak orang lain agar kehendak orang itu sama dengan 
kehendaknya. Pada membujuk adalah menarik kehendak orang yang 
bersifat mengiming-imingi. Sifat mengiming-imingi lebih cepat, 
berhubung orang yang dibujuk adalah anak-anak, yang secara psikis 
masih lugu atau polos yang lebih mudah dipengaruhi kehendaknya 
daripada orang dewasa. Memberikan permen, boneka lucu, atau 
sedikit uang misalnya Rp.5.000,00 sudah cukup dapat menarik 
kehendak seorang anak, yang tidak mungkin dapat menarik atau 
mempengaruhi kehendak orang dewasa, karena itu membujuk 
(verleiden) menurut Pasal 290 KUHP berbeda sifat dengan perbuatan 
menggerakkan (bewegen) pada penipuan Pasal 378 KUHP, walaupun 
pada dasarnya sama yakni mempengaruhi kehendak orang lain. 
Selain itu, ada juga perbedaan dengan perbuatan menggerakkan 
pada penipuan Pasal 378 yang ditujukan pada semua orang baik 
pada orang dewasa maupun anak.  
  Membujuk disini Pasal 290 KUHP tidak ditentukan 
bagaimana caranya. Oleh karena itu, sifatnya lebih luas jika 
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dibandingkan dengan perbuatan menggerakkan pada penipuan Pasal 
378 yang disebutkan caranya. Karena membujuk di Pasal 290 KUHP 
tidak disebutkan caranya, cara itu pada kejadian konkretnya tidak 
terbatas, bisa dengan meminta begitu saja dengan perkataan yang 
lemah lembut, atau memberikan sesuatu, atau janji-janji, cara-cara 
mana tidak boleh dengan menekan. Sebab jika dengan cara menekan 
kehendak, sifat membujuknya menjadi hilang, karena pada menekan 
kehendak seperti ancaman kekerasan atau akan membuka rahasia, 
kehendak orang yang ditekan menjadi tidak bebas. Sementara itu, 
pada perbuatan membujuk ini terkandung sifat keleluasaan/ 
kebebasan bagi orang yang dibujuk, yakni apakah orang yang dibujuk 
akan menuruti kehendak si pembujuk ataukah tidak. Misalnya dengan 
memberikan permen, seorang lelaki minta pada seorang anak 
perempuan untuk memegang dan menggosok-gosok penisnya. 
Memberi permen adalah salah satu cara dari membujuk. 
  Si pembuat (subjek hukum kejahatan) yang melakukan 
perbuatan ini tidak harus lelaki, demikian juga tidak harus sudah 
dewasa. Secara pasti orang yang dibujuk harus anak yang belum 
berumur lima belas tahun, atau jika umurnya tidak jelas, dia belum 
waktunya dikawin (belum pantas untuk disetubuhi). 
  Perbuatan membujuk harus diarahkan agar orang yang 
dibujuk melakukan tiga perbuatan,yaitu: 1) dia melakukan perbuatan 
cabul; 2) dia membiarkan (pasif) dilakukan perbuatan cabul terhadap 
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dirinya; dan 3) bersetubuh diluar perkawinan dengan si pembuat yang 
membujuk.  
  Seperti pada kejahatan Pasal 285, 286, 287, 289  KUHP 
kejahatan pada Pasal 290 KUHP diberikan dasar pembenar 
pidananya di dalam Pasal 291KUHP, yaitu apabila dalam perbuatan 
dalam pasal itu (perbuatan cabul, maupun menyetubuhi) menimbulkan 
akibat luka-luka korban (diperberat maksimum 12 tahun penjara) atau 
kematian korban (diperberat menjadi maksimum 15 tahun penjara).23 
D. Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Cara Pembujukan Terhadap 
Anak Selaku Korban  
  Pencegahan kejahatan merupakan tujuan mendasar dari 
penegakan hukum dan merupakan bidang kegiatan hukum dengan 
nilai spesifik bagi hak-hak perempuan. Di semua masyarakat, 
perempuan (termasuk anak) rentan terhadap semua jenis-jenis 
kejahatan tertentu sesungguhnya karena mereka perempuan (anak).24  
  Tindak pidana mengadakan hubungan kelamin di luar 
perkawinan dengan seorang wanita yang belum mencapai usia lima 
belas tahun atau yang belum dapat dinikahi oleh pembentuk undang-
undang telah diatur dalam Pasal 287 KUHP, yang berbunyi sebagai 
berikut : 
(1) Barangsiapa mengadakan hubungan badan diluar pernikahan 
dengan seorang wanita, yang diketahui tau sepantasnya harus di 
                                                          
23 Adami chazawi, ibid, hlm 88. 
     24 Mien Rukmini, 2006, Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi,Alumni, Bandung, Hlm. 8 
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duga bahwa wanita itu belum mencapai usia lima belas tahun 
ataupun jika tidak dapat diketahui dari usianya, wanita itu 
merupakan wanita yang belum dapat dinikahi, dipidana dengan 
penajara selama-lamanya sembilan tahun. 
(2) Penuntutan tidak dapat dilakukan apabila tidak ada pengaduan, 
kecuali jika wanita tersebut mulai mencapai usia dua belas tahun 
atau jika terjadi hal-hal seperti yang diatur dalam pasal 291 dan 
294.  
Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut 
langsung pengaturan dalam perundangn-undangan. Kebijaksanaan, 
usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-
hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-
anak merupakan golongan yang rawan dan dependent disamping 
karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan 
dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani 
maupun sosial. Kejahatan terhadap anak yang semakin berkembang 
dapat mempengaruhi pertumbuhan seorang anak, salah satu bentuk 
kejahatan yang terjadi yaitu persetubuhan yang dilakukan anak atau 
orang dewasa dengan anak.  Persetubuhan merupakan suatu 
perwujudan tidak sempurnanya rasa tanggungjawab dari seseorang 
terhadap sesama manusia.  
Persetubuhan adalah suatu hasil  interaksi akibat adanya 
suatu interelasi antara fenomena yang ada dan saling  
mempengaruhi. Sekarang yang penting adalah memahami 
fenomena mana saja yang  mempengaruhi eksistensi persetubuhan 
tersebut. Hal ini adalah penting berhubung  dengan penentuan siapa 
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atau apa saja yang harus ditangani dalam menghadapi dan 
mengatasi permasalahan persetubuhan ini.25 
Persetubuhan termasuk juga bersetubuh telah tercakup di 
dalamnya. Menurut Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik 
Indonesia No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, terdapat 
hubungan antara si pembuat cabul dengan orang yang  dicabuli. 
Hubungan yang terdapat pada kasus tindak pidana persetubuhan ini 
adalah  hubungan kekeluargaan dimana si pembuat memiliki 
kewajiban hukum untuk melindungi, menghidupi, memelihara, 
mendidiknya, dan hubungan ini dipandang  mempermudah 
pelaksanaan kejahatan.26 
Persetubuhan yang dilakukan oleh anak merupakan bentuk 
suatu tindakan yang bertentangan dengan agama dan peraturan 
perundang-undangan dengan berbagaima macam tipu muslihat dan 
serangkaian kebohongan untuk melakukan kejahatan. Hal ini 
berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: 
(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau 
ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan 
dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 
(tiga) dan denda paling banyak Rp. 300.000.000.00 ( tiga ratus 
                                                          
     25 Rief Gosita, 1993, Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan karangan),  Edisi Kedua, Jakarta:  
Akademika Pressindo, hlm. 47.  
     26 Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Ibid. 
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juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000.00 ( enam puluh 
juta rupiah). 
(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) 
berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan 
tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak 
melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.  
 
 
E. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana 
Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan 
dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan 
atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta 
menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Pasal 1 angka 
11 KUHAP. 
“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan 
dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan 
atau bebasatau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta 
menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini” 
Hakim adalah pejabat Peradilan Negara yang diberi 
wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Kemudian kata 
“mengadili” sebagai rangkaian tindakan hakim untuk menerima, 
memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, 
dan tidak memihak dalam sidang suatu perkara dan menjunjung 
tinggi 3 (tiga) asas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya 
ringan.27 
Dalam memutuskan suatu perkara pidana, hakim harus 
mempunyai pertimbangan – pertimbangan sebagai dasar dalam 
                                                          
     27 Pasal 1 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana (KUHAP), 
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suatu putusan.Faktor – fakor yang menjadi bahan pertimbangan 
yang diambil oleh hakim untuk memutuskan suatu perkara. Selain itu 
hakim juga mempertimbangkan hal – hal yang meringankan dan 
memberatkan bagi terdakwa. Keputusan dalam pemidanaan akan 
mempunyai konsekuensi yang luas, baik yang menyangkut langsung 
dengan pelaku tindak pidana maupun masyarakat secara luas.28 
Sementara itu, Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti 
Puspitasari, menegaskan bahwa ada 2 faktor utama yang 
memengaruhi putusan hakim, yakni faktor internal dan faktor 
eksternal. Pertama, faktor internal, yakni faktor yang mempengaruhi 
kemandirian hakim dalam menjalankan tugas dan wewenangnya 
yang datangnya dari dalam diri hakim itu sendiri.  
Jadi, faktor internal di sini ialah segala hal yang berkaitan 
dengan sumber daya manusia (SDM) hakim itu sendiri, yaitu mulai 
dari rekrutmen/seleksi untuk diangkat menjadi hakim, pendidikan 
hakim dan kesejahteraan hakim. Kedua, faktor eksternal, yakni faktor 
– faktor yang memengaruhi putusan hakimyang berasal dari luar diri 
hakim, antara lain : 
a. Peraturan perundang – undangan 
b. Adanya intervensi terhadap proses peradilan 
c. Hubungan hakim dengan penegak hukum lainnya 
d. Adanya berbagai tekanan 
                                                          
     28 Muladi.dkk, 1998, Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni, Bandung, hlm. 52 
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e. Faktor kesadaran hukum, dan 
f. Faktor system pemerintahan (politik).29 
 
Dasar hukum mengenai pertimbangan hakim itu sendiri diatur 
dalam Pasal 197 ayat (1) d KUHAP yang bunyinya : 
“Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan  
keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan 
di sidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan kesalahan 
terdakwa”. 
Adapun pertimbangan non yuridis itu sendiri, hakim melihat 
dari latar belakang terdakwa melakukan tindak pidana, hal-hal apa 
yang menyebabkan timbulnya keinginan atau dorongan untuk 
melakukan tindak pidana tersebut. Dan bagaimana akibat dari 
perbuatan terdakwa serta melihat keadaan atau kondisi diri 
terdakwa, keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum dan pada 
saat melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat 
pada terdakwa. 
Dalam praktik peradilan dalam putusan Hakim sebelum 
pertimbangan yuridis dibuktikan dan dipertimbangkan maka Hakim 
terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan 
beriorentasi pada dimensi tentang locus dan tempus delicti, modus 
operandi bagaimanakah tindak pidana tersebut dilakukan, penyebab 
atau latar belakang mengapa terdakwa sampai melakukan tindak 
pidana, kemudian bagaimanakah akibat langsung dan tidak langsung 
                                                          
     29 Antonius  Sudirman, 2007, Hati Nurani Hakim Dan Putusannya, Citra Aditya Bakti, hlm. 92 
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dari perbuatan terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut, 
dan sebagainya yang berasal dari dakwaan jaksa penuntut umum, 
keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian adalah Pengadilan Negeri Pangkajene. 
Dengan  pertimbangan bahwa lokasi terjadinya persetubuhan yang 
dilakukan oleh anak dengan cara pembujukan terhadap anak selaku 
korban tersebut adalah dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri 
Pangkajene. 
B. Jenis dan Sumber Data 
Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian 
ini terdiri dari 2 data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer 
diperoleh dari Pengadilan Negeri Pangkajene dan data sekunder 
diperoleh melalui bahan-bahan laporan dan dokumen lain yang telah 
ada sebelumnya serta mempunyai hubungan erat dengan masalah 
yang dibahas dalam penulisan skripsi. 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penyusunan proposal ini, digunakan dua metode 
penelitian  yaitu  penelitian kepustakaan (library research) dan 
penelitian lapangan (field research). Dalam melakukan penelitian 
kepustakaan ini, penulis membaca dari berbagai literatur seperti, 
putusan hakim dalam perkara ini, buku-buku, perundang-undangan 
serta tulisan lainnya. Dalam melakukan penelitian lapangan ini 
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menggunakan teknik observasi yaitu melakukan peninjauan ke 
Pengadilan Negeri Pangkajene dan melakukan wawancara secara 
langsung kepada pihak-pihak terkait, teknik yang ke dua dalam 
Interview (wawancara) melalui wawancara, penulis melakukan tanya 
jawab langsung terhadap responden untuk memperoleh informasi dan 
data yang akan menjawab berbagai permasalahan yang berkaitan 
dengan masalah yang penulis teliti. 
D. Teknik Analisis Data 
Seluruh data yang dikumpulkan, selanjutnya diklasifikasi dan 
dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan dan bahan yang didapatkan 
sesuai dengan permasalahan yang dibahas.  Bahan-bahan hukum 
tersebut dianalisis dan digunakan untuk menguji dan membahas 
permasalahan untuk diteliti oleh penulis pada penelitian ini. Hal-hal 
tersebut dimaksud untuk memperoleh pembahasan dan kesimpulan 
yang relevan, tepat dan sesuai permasalahan yang diteliti. 
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BAB IV 
PEMBAHASAN 
A. Penerapan Ketentuan Pidana Dalam Tindak Pidana Persetubuhan 
Dengan Cara Pembujukan Terhadap Anak Selaku Korban 
(Putusan No.03/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Pangkajene) 
Hakim dalam memeriksa perkara pidana, mencari dan 
membuktikan kebenaran hukum materil berdasarkan fakta-fakta yang 
terungkap dalam persidangan, serta memegang teguh surat dakwaan 
yang dirumuskan oleh jaksa penuntut umum yang selanjutnya disebut 
JPU. Sebelum penulis menguraikan bagaimana penerapan hukum 
pidana dalam kasus (Putusan No. 03/Pid.Sus-Anak/2014/PN. 
Pangkajene) menurut penulis terlebih dahulu perlu diketahui 
bagaimana posisi kasus dan penjatuhan putusan oleh majelis hakim, 
dengan melihat cara pemeriksaan biasa pada pengadilan negeri 
pangkajene yang memeirksa dan mengadili perkara ini 
1. Posisi kasus 
Adapun posisi kasus dalam kasus (Putusan No. 03/Pid.Sus-
Anak/2014/PN. Pangkajene), sebagai berikut: 
Kasus ini berawal ketika Awaluddin (terdakwa) meminta nomor 
telpon Nur Intan (saksi korban) dari seorang teman terdakwa yang 
juga teman dari saksi korban yang bernama Lukman, setelah 
awaluddin berkenalan lewat telpon, awaluddin sering menelpon 
nurintan. Setelah 7 (tujuh) bulan berkenalan dan menelpon nurintan 
hubungan merekapun semakin dekat dan akhirnya resmi pacaran. 
Setelah jadian awaluddin mengajak saksi korban ketemuan di bambu 
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runcing dan pertemuan tersebut sebanyak 4 (empat) kali pertemuan. 
Selanjutanya pada waktu sekitar bulan juli 2014 terdakwa menelpon 
lagi dan mengajak saksi korban ke Barru karena menurut terdakwa 
“terdakwa mau dinikahkan dengan perempuan lain”, sehingga saksi 
korban mau menuruti permintaan dari terdakwa. Setelah sampai di 
Barru terdakwa dan saksi korban bermalam selama 2 (dua) malam di 
Barru, hari pertama saksi korban dan terdakwa bermalam dirumah 
tente terdakwa, akan tetapi saksi korban tidur sekamar dengan tante 
terdakwa. Hari kedua terdakwa mengajak saksi korban untuk 
bermalam dirumahnya dan tidur bersama  dengan tujuan untuk 
mewujudkan keinginannya melakukan hubungan badan.  
Sekitar pukul 18.00 wita terdakwa mengajak saksi korban untuk 
melakukan hubungan badan selayaknya hubungan suami isteri 
dengan janji “bahwa terdakwa akan menikahi saksi korban” dengan 
cara terlebih dahulu terdakwa membuka celana saksi korban, 
terdakwa mencium, memeluk, dan meremas payudara dan 
memegang kemaluan saksi korban, sehingga saksi korban juga 
terangsang lalu terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam 
kemaluan saksi korban dan menggoyang-goyangkannya sehingga 
saksi korban dan terdakwa merasakan enak lalu air mani terdakwa 
ditumpahkan diluar. setelah mereka melakukan hubungan badan, 
sehingga akhirnya saksi korban pun mengikuti permintaan dan 
keinginan dari terdakwa untuk melakukan hubungan badan. Keesokan 
harinya ibu saksi korban datang menjemput saksi koban dan saksi 
korban menceritakan kepada ibunya bahwa terdakwa telah 
berhubungan badan dengan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, 
selanjutnya ibu saksi korban berbicara dengan keluarga terdakwa 
namun tidaak ada penyelesaian, ibu saksi korban meminta uang 
damai kepada keluarga terdakwa namun terdakwa hanya ingin 
memberikan uang damai sebanyak Rp. 500.000. (lima ratus ribu 
rupiah) dimana uang tersebut berasal dari urunan keluarga terdakwa, 
sehingga ibu saksi korban beserta keluarga saksi korban  tidak mau 
menerimanya. Sehingga ibu saksi korban tidak mau lagi menikahkan 
anaknya dengan terdakwa karena silsilah keluarga terdakwa tidak 
jelas dan terdakwa adalah pembohong.  
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
Berdasarkan surat dakwaan jaksa penuntut umum terhadap 
perkara Nomor Registrasi :PDM-35/Pangkep/EUH.2/08/2014 
terdakwa telah didakwa sebagai berikut : 
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 Dakwaan Pertama 
Bahwa ia terdakwa awaluddin als. Wawan, pada hari jumat 
tanggal 25 juli 2014 sekitar pukul 18.00 wita atau setidak-
tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di 
dalam kamar rumah terdakwa tepatnya dikampung Tompo 
Lemo-Lemo Desa Harapan Kecamatan Tanete Riaja 
Kabupaten Barru, yang sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat 
(2) KUHAP “pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya 
terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat dia 
menemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara 
terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar 
saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri 
itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di 
dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan”, sehingga 
pengadilan negeri pangkejene berwenang memeriksa dan 
mengadili perkara tersebut, seorang anak dengan sengaja 
melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau 
membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau 
dengan orang lain yang yang dilakukan sebagai berikut : 
Berawal pada hari kamis tanggal 24 juli 2014 nsekitar pukul 
10.00 wita, terdakwa menelpon saksi nurintan binti nurdin dan 
mengajak saksi nurintan binti nurdin agar berangkat bersama 
dirinya ke Batangase Kabupaten Maros karena terdakwa ingin 
pergi dan mengajak saksi nur intan binti nurdin ke rumahnya di 
Kabupaten Barru dan saat itu terdakwa berkata “berangkat saja 
cepat ke Maros dan tidak usah beritahukan orang tuamu” 
sambil terdakwa juga menakut-nakuti saksi nur intan binti 
nurdin dengan berkata   “kalau kamu tidak datang kesini, kita 
berdua akan mati” sehingga membuat nurintan binti nurdin 
terdorong hatinya untuk mengikuti ajakan terdakwa tanpa seizin 
dan sepengetahuan dari orang tuanya.  
Bahwa pada waktu sebagaimana yang telah diuraikan 
diatas, terdakwa mengajak saksi nurintan binti nurdin untuk 
melakukan hubungan badan dengannya yakni selayaknya 
hubungan suami istri namun saat itu saksi nurintan binti nurdin 
menolak ajakan terdakwa tersebut, namun terdakwa terus 
membujuk saksi nurintan binti nurdin dengan berjanji akan 
menikahi nurintan binti nurdin setelah mereka melakukan 
hubungan badan, sehingga akhirnya saksi nurintan binti nurdin 
pun terbujuk mengikuti keinginan dari terdakwa untuk 
melakukan hubungan badan.   
Bahwa pertama-tama Terdakwa memeluk badan Saksi 
Nurintan Binti Nurdin sambil mencium-cium bibir Saksi Nurintan 
Binti Nurdin kemudian Terdakwa mencium dan meremas buah 
dada Saksi Nurintan Binti Nurdin, setelah itu Terdakwa 
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membuka celana panjang yang sementara dipakai oleh Saksi 
Nurintan Binti Nurdin dan ditariknya hingga ke batas lutut, 
setelah itu Terdakwa kembali membuka celana dalam yang 
juga sementara digunakan oleh Saksi Nurintan Binti Nurdin dan 
kembali Terdakwa menariknya hingga ke batas lutut, kemudian 
Terdakwa mulai minindih tubuh Saksi Nurintan Binti Nurdin 
sambil memegang alat kelaminnya (penis) yang sudah tegang 
(ereksi) dan dimasukkannya ke dalam lubang kemaluan 
(vagina) saksi  Nurintan Binti Nurdin dan setelah benar-benar 
terasa masuk,  kemudian Terdakwa mulai menggoyang-
goyangkan pantatnya secara naik turun sambil Terdakwa 
mencium bibir saksi Nurintan Binti Nurdin sehingga Saksi 
Nurintan Binti Nurdin merasakan alat kelamin (penis) terdakwa 
keluar masuk di dalam lubang kemaluan (vagina) Saksi 
Nurintan Binti Nurdin dan selang beberapa menit kemudian 
Terdakwa merasakan kenikmatan (klimaks) dan kemudian 
Terdakwa menarik keluar alat kelaminnya (penis) dari dalam 
lubang kemaluan (vagina) Saksi Nurintan Binti Nurdin dan 
Terdakwa mengeluarkan cairan air mani diluar lubang 
kemaluan (vagina) Saksi Nurintan Binti Nurdin, hal ini dilakukan 
karena Terdakwa merasa takut bila Saksi Nurintan Binti Nurdin 
hamil dari hasil hubungan tersebut ; 
Bahwa dari kejadian tersebut dilakukanlah 
pemeriksaan/visum terhadap Saksi Nurintan Binti Nurdin  
sehingga berdasarkan hasil visum tersebutlah dalam Laporan 
Hasil Visum Et Repertum dari RSUD Pangkep Nomor :    
028/RSU/VER/5.5/VIII/2014 tanggal 12 Agustus 2014 yang 
ditanda tangani oleh dr. Dorphiana Litaay, Sp.OG. dengan 
diagnosis kerja/kesimpulan bahwa ditemukan robekan lama 
pada selaput dara pada posisi jam tiga, jam sembilan dan jam 
dua belas akibat persentuhan benda tumpul ; 
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam 
pidana dalam Pasal 81ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ; 
 
 Dakwaan Kedua 
Bahwa ia terdakwa AWALUDDIN Alias WAWAN, pada Hari 
Kamis tanggal 24 Juli 2014 sekitar pukul 10.00 wita  atau 
setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam  Tahun 2014, 
bertempat di rumah saksi Nurintan Binti Nurdin tepatnya di 
Kampung Paccelang, Kelurahan Anrong Appaka, Kecamatan  
Pangkajene Kabupaten Pangkep, atau setidak-tidaknya pada 
tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri 
Pangkajene, seorang anak membawa pergi seorang wanita 
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yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau 
walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk 
memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik didalam 
maupun diluar perkawinan, yang dilakukan Terdakwa dengan 
cara sebagai berikut : 
Berawal waktu dan tempat sebagaimana yang telah 
diuraikan di atas, Terdakwa  menelphone saksi Nurintan Binti 
Nurdin dan mengajak Saksi Nurintan Binti Nurdin agar 
berangkat barsama dirinya ke Batangase, Kabupaten Maros 
karena Terdakwa ingin pergi dan mengajak saksi Nurintan Binti 
Nurdin ke rumahnya di Kabupaten Barru, dan saat itu terdakwa 
berkata  “berangkat saja cepat ke Maros dan tidak usah 
memberitahukan orang tuamu”  sambil Terdakwa menakut-
nakuti Saksi Nurintan Binti Nurdin dengan berkata “kalau kamu 
tidak datang ke sini, kita berdua akan mati” sehingga membuat 
Saksi Nurintan Binti Nurdin terdorong hatinya untuk mengikuti 
ajakan Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan dari orang 
tua dari Saksi Nurintan Binti Nurdin;  
Bahwa Saksi Nurintan Binti Nurdin pergi naik bentor dari 
rumahnya ke Kota Pangkep untuk menunggu mobil angkot 
yang menuju ke Batangase Kabupaten Maros, dan saat Saksi 
Nurintan Binti Nurdin tiba di Batangase terlihat Terdakwa sudah 
menunggu di tempat tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama 
Saksi Nurintan Binti Nurdin naik mobil angkot menuju Daya 
Kota Makassar dimana rumah kos Terdakwa berada; 
Bahwa setelah lama menunggu di rumah kos Terdakwa, 
sekitar pukul 18.00 wita, Terdakwa bersama saksi Nurintan 
Binti Nurdin dan Saksi Kemal beserta istrinya naik mobil 
bersama menuju Kabupaten Barru dan ketika telah sampai di 
Kabupaten Barru, Terdakwa bersama Saksi Nurintan Binti 
Nurdin bermalam 1 (satu) malam di rumah milik tante dari 
terdakwa, kemudian  keesokan harinya yakni hari Jumat sekitar 
pukul 07.00 wita, Terdakwa bersama saksi Nurintan Binti 
Nurdin pergi ke rumah Terdakwa yang terletak di Kampung 
Tompo Lemo-Lemo, Desa Harapan, Kecamatan Tanete Riaja, 
Kabupaten Barru;  
Bahwa Terdakwa mengajak Saksi Nurintan Binti Nurdin ke 
rumahnya di Kabupaten Barru hanyalah untuk mewujudkan 
keinginannya untuk melakukan hubungan badan yakni yang 
terjadi sekitar pukul 18.00 wita, Terdakwa mengajak saksi 
Nurintan Binti Nurdin untuk melakukan hubungan badan 
dengannya selayaknya hubungan suami istri dengan janji 
bahwa Terdakwa akan menikahi Nurintan Binti Nurdin setelah 
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mereka melakukan hubungan badan, sehingga akhirnya Saksi 
Nurintan Binti Nurdin pun mengikuti permintaan dan keinginan 
dari Terdakwa untuk melakukan hubungan badan dan hal 
tersebut dibuktikan dengan Hasil Visum Et Repertum dari 
RSUD Pangkep Nomor :028/RSU/VER/5.5/VIII/2014 tanggal 12 
Agustus 2014 yang ditanda tangani oleh dr. Dorphiana Litaay, 
Sp.OG. dengan diagnosis kerja/kesimpulan bahwa ditemukan 
robekan lama pada selaput dara pada posisi jam tiga, jam 
sembilan dan jam dua belas akibat persentuhan benda tumpul ; 
Bahwa Saksi Nurintan Binti Nurdin adalah seorang anak 
dibawah umur yakni berusia 17 tahun 2 bulan yang masih 
berada dibawah perwalian orang tuanya, sebagaimana 
kelahiran Saksi  Nurintan Binti Nurdin tercatat dalam Akta 
Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pangkep No. 
212/CS/DS/PJ/I/2007 tertanggal 27 Januari 2007 yang 
menerangkan bahwa NUR INTAN NURDIN  Lahir di 
Pangkajene pada tanggal 05 Mei 1997 ; 
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam 
pidana dalam Pasal 332 ayat (1) KUHP Jo. UU RI No. 11 
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ; 
3. Tuntutan Jaksa 
 Dalam kasus ini, jaksa penuntut umum menuntut ; 
1. Menyatakan terdakwa AWALUDDIN als. WAWAN terbukti 
bersalah melakukan tindak pidana “membujuk anak 
melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh 
seorang anak” , sebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu 
Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang 
Sistem Peradilan Pidana Anak. 
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AWALUDDIN als. 
WAWAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 
(satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda berdasarkan UU 
RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 
diganti dengan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di BLK 
kabupaten pangkep, dikurangi selama terdakwa berada dalam 
tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.  
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
 1 (satu) lembar baju kaos berwarna biru kombinasi warna 
kuning abu-abu serta pada bagian depan bertuliskan “BEBE”; 
 1 (satu) lembar celana puntung / celana levis; 
 1 (satu) buah kutipan akta kelahiran No. 212/CS/PJ/I/2007 an. 
NUR INTAN BINTI NURDIN yang dikeluarkan di pangkajene 
tanggal 27 januari 2007 
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4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya 
perkara Rp. 2000 (dua ribu rupiah). 
 
 
4. Komentar Penulis  
Berdasarkan dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-
35/Pangkep/EUH.2/08/2014 Jaksa Penuntut Umum mendakwa 
terdakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu dakwaan pertama 
Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak atau dakwaan kedua Pasal 332 ayat (1) 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak. Dalam proses persidangan juga diajukan 
beberapa alat bukti yaitu keterangan saksi, surat, dan keterangan 
terdakwa. Saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan oleh 
Jaksa Penuntut Umum yaitu saksi Nur Intan Binti Nurdin  selaku 
korban dalam tindak pidana ini, saksi Nur Laela Binti Usman 
selaku ibu dari korban, saksi Jamaluddin Bin Dg Aso selaku 
paman dari korban, dan saksi Sainuddin alias Ambo Janggo 
selaku orang tua asuh dari pelaku. Selain saksi, ada pula alat 
bukti surat berupa Hasil Visum Et Repertum dari RSUD Pangkep 
Nomor :  028 /RSU/VER/5.5/VIII /2014 tanggal 12 Agustus 2014 
yang ditanda tangani oleh dr. Dorphiana Litaay, Sp.OG. dengan 
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diagnosis kerja/kesimpulan bahwa ditemukan robekan lama pada 
selaput darah pada posisi jam tiga, jam sembilan dan jam dua 
belas akibat persentuhan benda tumpul dan Akta Kelahiran dari 
Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pangkep No. 
212/CS/DS/PJ/I/2007 tertanggal 27 Januari 2007 yang 
menerangkan bahwa NUR INTAN NURDIN lahir di Pangkajene 
pada tanggal 05 Mei 1997. 
  Dalam perkara tersebut majelis hakim lebih memilih 
dakwaan pertama karena hakim menganut asas lex specialis derogat 
generalis  yang berarti bahwa aturan yang bersifat khusus 
mengenyampingkan aturan yang bersifat umum. Untuk membuktikan 
tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa melakukan tindak 
pidana persetubuhan dengan cara pembujukan terhadap anak selaku 
korban sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka unsur-unsur dari tindak 
pidana tersebut harus terpenuhi secara keseluruhan.  
  Adapun unsur-unsur tindak pidana pidana persetubuhan 
dengan cara pembujukan terhadap anak selaku korban sebagaimana 
diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai berikut : 
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A.d.1. Unsur Setiap Orang : 
Setiap Orang disini maksudnya adalah masing-masing orang atau 
siapa saja orang perorangan ataupun manusia  yang diberikan hak / 
kewenangan /kekuasaan oleh hukum sebagai pendukung kewajiban 
(subyek hukum) untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum, jadi 
setiap orang disini berarti siapa saja manusia yang bisa berbuat dan 
bertindak menurut hukum; 
Bahwa dalam persidangan, atas pertanyaan yang diajukan oleh 
Majelis Hakim, Terdakwa mengaku bernama Awaluddin Als. Wawan 
Identitas Terdakwa tersebut sama dengan yang tercantum dalam 
surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis  Hakim 
menilai Terdakwalah sebagai orang yang didakwa dalam dakwaan 
tersebut;  
Sehingga dari uraian tersebut maka tidak ada kesalahan terhadap 
orang yang dituntut melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa 
merupakan subyek hukum yang dapat bertanggung jawab secara 
hukum, sehingga dengan demikian unsur “setiap orang” telah 
terpenuhi menurut hukum; 
A.d.2. Unsur Dengan Sengaja; 
Sengaja berarti juga adanya kehendak yang disadari yang 
ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Maka berkaitan dengan 
pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan 
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sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau 
biasa disebut dengan willens en wetens. Yang dimaksudkan disini 
adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja 
itu haruslah memenuhi rumusan willens atau haruslah menghendaki 
apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur wettens atau haruslah 
mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat. 
Sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dimana 
terdakwa dan korban sebelumnya tidur bersama sehingga timbullah 
hasrat terdakwa untuk melakukan hubungan badan dan hal tersebut 
telah diketahui dan dikehendaki oleh terdakwa oleh karena sebelum 
terdakwa melakukan hubungan badan terdakwa mengatakan kepada 
saksi korban bahwa terdakwa akan menikahi saksi korban, sehingga 
dengan terdakwa mengatakan “ ingin berhubungan badan dengan 
saksi korban dan  akan menikahi saksi korban Nur Intan”, terdakwa 
telah menyadari dan mengetahui akan adanya akibat yang 
ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa tersebut, yang seharusnya 
ketika terdakwa menyadari atau mengetahui adanya akibat dari 
perbuatan terdakwa tersebut terdakwa haruslah mengurungkan 
niatnya untuk bersetubuh dengan saksi korban Nur Intan, namun  hal 
tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa melainkan terdakwa tetap 
melakukan hubungan badan dengan saksi korban Nur Intan; 
Sehingga unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi menurut hukum. 
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A.d.3 Unsur Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaiaan 
Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan 
Dengannya Atau Dengan Orang Lain; 
Unsur ini sifatnya alternative sehingga tidak semua item dari unsur 
ini harus terbukti, cukup apabila salah satu item terbukti maka unsur 
ini telah terbukti;  
Terdakwa  mengucapkan kata-kata akan menikahi saksi korban 
tersebut  untuk merayu dan lebih meyakinkan saksi korban agar saksi 
korban mau mengikuti hasrat terdakwa yaitu berhubungan badan 
dengan saksi korban, sehingga dengan adanya rayuan kata-kata 
terdakwa tersebut saksi korban mengikuti kemauaan terdakwa untuk 
melakukan hubungan badan dengannya; 
Persetubuhan  adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dengan 
kemaluan perempuan yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak, 
dalam hal ini kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan 
perempuan dengan mengeluarkan air mani; 
Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan; 
 Bahwa  sesampai di Kabupaten Barru saksi korban  bermalam di 
rumah tante terdakwa dan tidur bersama dengan tante terdakwa 
dan keesokan harinya saksi korban dan terdakwa bermalam 
dirumah terdakwa yang berdampingan dengan rumah tante 
terdakwa dan pada  malam kedua terdakwa minta berhubungan 
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badan karena pada saat itu saksi korban dan terdakwa tidur 
bersama  dan sebelum terdakwa dan saksi korban melakukan 
hubungan badan terlebih dahulu terdakwa membuka celana saksi 
korban, terdakwa mencium, memeluk, meremas payudara dan 
memegang kemaluan saksi korban, sehingga saksi korban juga 
terangsang lalu terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa  
kedalam kemaluan saksi korban dan menggoyang-goyangkannya 
sehingga saksi korban dan terdakwa menikmatinya serta saksi 
korban dan terdakwa  merasakan enak, lalu air mani terdakwa 
ditumpahkan diluar; 
Berdasarkan fakta hukum tersebut, terlihat jelas perbuatan 
terdakwa, dimana kemaluan terdakwa masuk kedalam kemaluan saksi 
korban Nur Intan dan setelah kemaluan terdakwa masuk ke dalam 
kemaluan saksi korban Nur Intan, terdakwa menggoyang-goyangkan 
kemaluannya  sehingga air mani terdakwa keluar dan ditumpahkan 
diluar kemaluan saksi korban, dengan demikian melakukan 
persetubuhan dengannya telah terpenuhi sehingga unsur “melakukan 
tipu muslihat, serangkaiaan kebohongan atau membujuk anak 
melakukan persetubuhan dengannya”  telah terbukti menurut hukum.  
A.d. 4  Yang dilakukan oleh Anak; 
Berdasarkan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2012  tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa anak yang 
berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan 
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hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang 
menjadi saksi tindak pidana, sedangkan ayat 3  Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang 
menyatakan bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum yang 
selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua 
belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang di 
duga melakukan tindak pidana; 
Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan,  melalui 
pengakuan terdakwa dipersidangan dan berdasarkan Hasil Penelitian 
Kemasyarakatan Kabupaten Pangkep Nomor: W23.E7.PK.05.02-693 
tanggal 20 Agustus 2014, menyatakan bahwa terdakwa lahir di 
Kabupaten  Barru dan berusia 16 Tahun, sehingga berdasarkan 
ketentuan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012  
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdakwa masih tergolong 
sebagai anak, Dengan demikian unsur ” yang dilakukan oleh anak 
telah terpenuhi” . 
Jika dicermati secara seksama, penulis berpendapat bahwa 
pasal yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kurang tepat karena 
Jaksa Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan 
menggunakan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak, menurut penulis Jaksa Penuntut Umum 
kurang cermat dalam melihat Undang-undang yang dikenakan kepada 
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terdakwa, meskipun unsur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terpenuhi dengan apa 
yang dilakukan terdakwa akan tetapi jaksa penuntut umum tidak 
memperhatikan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berlaku sejak tanggal 31 juli 
2014 sedangkan terdakwa melakukan perbuatannya pada tanggal 24 
juli 2014, dengan mengacu kepada asas legalitas bahwa tiada suatu 
perbuatan yang dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-
undang. penulis menilai bahwa perbuatan terdakwa tidak tepat jika 
dijerat dengan undang-undang yang belum berlaku setelah 
perbuatannya dilakukan. 
Selain itu dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang 
mendakwa  terdakwa dengan dakwaan alternatif dimana dakwaan 
pertama yaitu Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: 
(1.) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau 
ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan 
dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 
(tiga) dan denda paling banyak Rp. 300.000.000.00 ( tiga 
ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000.00 ( enam 
puluh juta rupiah). 
(2.) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) 
berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja 
melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau 
membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau 
dengan orang lain. 
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Jika memperhatikan pasal tersebut dapat dilihat bahwa 
penerapan pasal tersebut tidak maksimal sebab dalam putusan 
kejaksaan negeri pengkajene jaksa penuntut umum hanya menuntut 
terdakwa dengan tuntutan hukuman penjara sedangkan dalam pasal 
tersebut mengharuskan terdakwa membayar denda sebagai bagian 
dari isi pasal tersebut.  
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana 
Persetubuhan Dengan Cara Pembujukan Terhadap Anak Selaku 
Korban (Studi Kasus Putusan No. 03/Pid.Sus-Anak/2014/PN. 
Pangkajene) 
1. Pertimbangan Hakim 
Dalam kasus ini, majelis hakim telah memutus bersalah kepada 
terdakwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut : 
[1] Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan atas 
dakwaan sebagai berikut: 
Pertama : Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU 
RI No. 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak jo. 
UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak 
Kedua  : Tindak pidana yang diatur dalam  pasal 332 ayat  (1) 
KUHP  jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak 
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[2] Menimbang bahwa terdakwa dalam persidangan menyatakan 
bahwa ia didampingi oleh Sulaiman Mansyur SH sebagai Penasihat 
Hukum; 
[3]  Menimbang bahwa selanjutnya jaksa penuntut umum mengajukan 
saksi-saksi dalam persidangan; 
[4] Menimbang bahwa dalam persidangan telah pula didengar 
keterangan terdakwa; 
[5]  Menimbang, bahwa di persidangan jaksa penuntut umum telah 
mengajukan barang bukti, berupa :  
 1 (satu) lembar baju kaos berwarna biru kombinasi warna 
kuning abu-abu serta pada bagian depan bertuliskan 
“BEBE”; 
 1 (satu) lembar celana puntung / celana levis; 
 1 (satu) buah kutipan akta kelahiran No. 212/CS/PJ/I/2007 
an. NUR INTAN BINTI NURDIN yang dikeluarkan di 
pangkajene tanggal 27 januari 2007 
   Dengan keterangan terdakwa serta keterangan saksi, maka 
diperoleh kesimpulan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut: 
[1] Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh 
Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, 
sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta 
hukum tersebut di atas akan membuktikan dakwaan Kesatu 
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sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI. No. 23 Tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak  yang unsur-unsurnya 
adalah sebagai berikut:  
1. Setiap orang ; 
2. Dengan sengaja; 
3. Melakukan tipu muslihat, serangkaiaan kebohongan, atau 
membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau 
dengan orang lain; 
4. Yang dilakukan oleh anak;  
[2]  Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim 
mempertimbangkan sebagai berikut: 
A.d.1. Unsur Setiap Orang : 
Menimbang, bahwa ”Setiap Orang” disini maksudnya adalah 
masing-masing orang atau siapa saja orang perorangan ataupun 
manusia  yang diberikan hak / kewenangan /kekuasaan oleh 
hukum sebagai pendukung kewajiban (subyek hukum) untuk 
melakukan perbuatan-perbuatan hukum, jadi setiap orang disini 
berarti siapa saja manusia yang bisa berbuat dan bertindak 
menurut hukum; 
Menimbang, bahwa dalam persidangan, atas pertanyaan yang 
diajukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa mengaku bernama 
Awaluddin Als. Wawan Identitas Terdakwa tersebut sama dengan 
yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Oleh 
karena itu Majelis  Hakim menilai Terdakwalah sebagai orang yang 
didakwa dalam dakwaan tersebut;  
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Menimbang, bahwa atas pertanyaan yang diajukan oleh 
Majelis Hakim, Penuntut Umum serta Penasihat Hukum terdakwa di 
persidangan, Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan jelas 
dan tegas serta sitematis. Berdasarkan hal itu Majelis Hakim 
menilai Terdakwa dalam keadaan sehat akalnya; 
Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka tidak ada 
kesalahan terhadap orang yang dituntut melakukan suatu tindak 
pidana dan Terdakwa merupakan subyek hukum yang dapat 
bertanggung jawab secara hukum, sehingga dengan demikian 
unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum; 
A.d.2. Unsur Dengan Sengaja; 
Menimbang, bahwa  sengaja berarti juga adanya kehendak 
yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. 
Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang 
dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian 
menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan willens 
en wetens. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang 
melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah 
memenuhi rumusan willens atau haruslah menghendaki apa yang 
ia perbuat dan memenuhi unsur wettens atau haruslah mengetahui 
akibat dari apa yang ia perbuat. 
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Disini dikaitkan dengan teori kehendak yang dirumuskan oleh 
Von Hippel maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan 
dengan sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan 
kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau 
akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari 
dilakukannya perbuatan itu. 
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap 
dipersidangan; 
 Bahwa keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2014 
sekitar pukul 18.00 saksi korban dan terdakwa bermalan 
dirumah terdakwa yang berdampingan dengan rumah tante 
terdakwa dan pada  malam kedua terdakwa minta berhubungan 
badan karena pada saat itu saksi korban dan terdakwa tidur 
bersama  dan sebelum terdakwa dan saksi korban melakukan 
hubungan badan, terdakwa  mengatakan kepada saksi korban 
bahwa terdakwa akan menikahi saksi korban, sehingga saksi 
korban mau berhubungan badan dengan terdakwa; 
Menimbang, bahwa dengan melihat fakta hukum tersebut 
diatas dimana terdakwa dan korban sebelumnya tidur bersama 
sehingga timbullah hasrat terdakwa untuk melakukan hubungan 
badan dan hal tersebut telah diketahui dan dikehendaki oleh 
terdakwa oleh karena sebelum terdakwa melakukan hubungan 
badan terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa terdakwa 
akan menikahi saksi korban, sehingga dengan terdakwa 
mengatakan “ ingin berhubungan badan dengan saksi korban dan  
akan menikahi saksi korban Nur Intan”, terdakwa telah menyadari 
dan mengetahui akan adanya akibat yang ditimbulkan oleh 
58 
 
perbuatan terdakwa tersebut, yang seharusnya ketika terdakwa 
menyadari atau mengetahui adanya akibat dari perbuatan terdakwa 
tersebut terdakwa haruslah mengurungkan niatnya untuk 
bersetubuh dengan saksi korban Nur Intan, namun  hal tersebut 
tidak dilakukan oleh terdakwa melainkan terdakwa tetap melakukan 
hubungan badan dengan saksi korban Nur Intan; 
Dengan demikian unsur “Dengan sengaja” telah dipenuhi 
menurut hukum;  
A.d.3 Unsur Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaiaan 
Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan 
Dengannya Atau Dengan Orang Lain; 
Menimbang, unsur ini sifatnya alternative sehingga tidak 
semua item dari unsur ini terbukti, cukup apabila salah satu item 
terbukti maka unsur ini telah terbukti; 
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat 
dalam Pasal 82 UU No.23 Tahun 2002 adalah daya upaya atau 
taktik yang berupa perbuatan atau perkataan yang tidak jujur 
(bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk 
menyesatkan, mengakali, atau mencari untung atau mengecoh; 
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap 
dipersidangan: 
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 Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2014 
sekitar pukul 18.00 terdakwa telah melakukan hubungan badan 
dengan korban Nurintan bertempat di kamar rumah terdakwa 
tepatnya di Kampung Tompo Lemo-Lemo Desa Harapan, 
Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru; 
 Bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa menelpon 
saksi korban  untuk pergi atau keluar dari rumah karena 
menurut terdakwa “apabila saksi korban  tidak pergi ada bola 
api diatas rumah saksi korban dan saksi korban bisa mati 
bersama dengan terdakwa apabila tidak pergi” dan hal tersebut 
terdakwa ketahui karena  terdakwa mempunyai kembar buaya; 
 Bahwa setelah mendengar berita tersebut dari terdakwa, saksi 
korban  memberitahukan kepada orang tua saksi korban 
mengenai bola api tersebut, namun ibu saksi korban 
mengatakan tidak usah percaya,  dan tidak lama kemudian 
terdakwa menelpon saksi korban  sehingga saksi korban dan 
terdakwa janjian bertemu di  Batangase Kabupaten Maros dan 
terdakwa berkata kepada saksi korban “tidak usah 
memberitahukan orang tua mu”; 
 Bahwa selanjutnya  saksi korban berangkat ke Bantangase dan 
setelah sampai di Batangase saksi korban dan terdakwa 
menuju ke Daya Makassar ke rumah om terdakwa yang 
bernama Kemal, di Daya terdakwa bermalam satu malam di 
mana terdakwa tidur di kamar bersama dengan teman 
perempuan terdakwa, sedangkan terdakwa tidur bersama 
dengan temannya dikamar yang lain, lalu keesokan harinya 
saksi korban dijemput oleh orang tua saksi korban; 
 Bahwa selanjutnya pada hari Kamis  tanggal 24 Juli 2014 
terdakwa menelpon lagi saksi korban  untuk mengajak saksi 
korban ke Barru karena menurut  terdakwa “terdakwa mau 
dinikahkan dengan perempuan lain”, sehingga saksi korban 
mengikuti ajakan terdakwa, lalu saksi korban janjian bertemu 
dengan terdakwa di Batangase, Kabupaten Maros ; 
 Bahwa kemudian saksi korban berangkat ke Bantangase, 
namun sebelum saksi korban berangkat ke Batangase saksi 
korban menulis pesan mengenai bola api dan selain itu saksi 
korban menulis nomor telepon yang bisa dihubungi oleh orang 
tua saksi korban karena saksi korban tidak pamit ke orang tua 
saksi korban dan setelah sampai di Batangase saksi korban dan 
terdakwa menuju ke Daya Makassar ke rumah om terdakwa 
yang bernama Kemal untuk mengambil pakaiaan terdakwa di 
Daya, setelah mengambil pakaiaan terdakwa, terdakwa  dan 
saksi korban berangkat ke Kabupaten Barru dengan 
menggunakan Panther lalu tiba di Kabupaten  Barru  sekitar 
pukul 20.00 Wita ; 
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 Bahwa  sesampai di Kabupaten Barru saksi korban  bermalan di 
rumah tante terdakwa dan tidur bersama dengan tante 
terdakwa, lalu saksi korban menanyakan mengenai cerita 
terdakwa bahwa terdakwa mau dinikahkan, namun tante 
terdakwa mengatakan tidak; 
 
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas 
dimana terdakwa menelpon saksi korban dengan mengatakan 
saksi korban Nurintan harus pergi atau keluar dari rumah karena 
menurut terdakwa “apabila saksi korban  tidak pergi ada bola api 
diatas rumah saksi korban dan saksi korban bisa mati bersama 
dengan terdakwa apabila tidak pergi” dan hal tersebut terdakwa 
ketahui karena  terdakwa mempunyai kembar buaya, dimana 
rangkiaan kata-kata terdakwa kepada saksi korban tersebut 
semuanya bohong belaka dan kata-kata itu hanyalah rekayasa 
terdakwa sendiri dengan tujuan untuk menakut-nakuti saksi korban 
Nurintan agar saksi korban mengikuti kemauaan terdakwa untuk 
ikut dengan terdakwa; 
Selain itu pula pada saat terdakwa mengajak saksi korban 
menuju ke kampungnya yaitu di Kabupaten Barru, terdakwa 
mengatakan kepada saksi korban bahwa saksi korban  harus ikut 
ke Kabupaten Barru, karena apabila saksi korban tidak ikut ke 
Kabupaten Barru terdakwa akan dinikahkan, dimana perkataan 
terdakwa   tersebut juga hanyalah bohong belaka hal tersebut 
terlihat pada saat saksi korban Nurintan bermalan dirumah tante 
terdakwa, saksi korban Nurintan mempertanyakan kepada tante 
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terdakwa mengenai kata-kata terdakwa tersebut, namun tante 
terdakwa mengatakan tidak pernah mengatakan itu dan kata-kata 
tersebut rupanya hanya mengelabui saksi korban Nurintan agar 
saksi korban Nurintan ikut terdakwa ke Kabupaten Barru;   
Dengan demikian melakukan tipu muslihat, serangkaiaan 
kebohongan telah terpenuhi; 
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk dalam 
Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 yaitu  berusaha meyakinkan 
seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, 
menipu, merayu dan sebagainya); 
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak dalam UU 
No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berdasarkan Pasal 
1 angka 1 Undang-Undang tersebut adalah seseorang yang belum 
berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih 
dalam kandungan dan pengertian anak menurut Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 
Pasal 1 ayat 4 menyatakan bahwa anak yang menjadi korban 
tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak 
yang belum berumur 18 (delapan) tahun; 
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap 
dipersidangan: 
 Bahwa sebelum terdakwa berhubungan badan dengan 
terdakwa, terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa 
terdakwa akan menikahi saksi korban, sehingga saksi korban 
mau berhubungan badan dengan terdakwa; 
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Menimbang, bahwa terdakwa  mengucapkan kata-kata akan 
menikahi saksi korban tersebut  untuk merayu dan lebih meyakinkan 
saksi korban agar saksi korban mau mengikuti hasrat terdakwa yaitu 
berhubungan badan dengan saksi korban, sehingga dengan adanya 
rayuan kata-kata terdakwa tersebut saksi korban mengikuti 
kemauaan terdakwa untuk melakukan hubungan badan dengannya; 
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap 
dipersidangan, bahwa saksi korban Nur Intan lahir di Kabupaten 
Pangkep tanggal 05 Mei 1997 hal tersebut dikuatkan pula oleh Akta 
kelahiran nomor: 212/CS/DS/PJ/I/2007 tertanggal 27 Januari 2007 
atas nama Nur Intan hal tersebut menunjukan bahwa saksi korban 
Nur Intan baru berusia 17 tahun dan belum genap 18 tahun sehingga 
berdasarkan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang  No. 23 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, saksi korban Nur intan 
masih tergolong sebagai anak; 
Dengan demikian membujuk anak telah terpenuhi 
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan 
membuktikan apakah terdakwa melakukan persetubuhan dengannya 
atau dengan orang lain; 
Menimbang, bahwa Persetubuhan  adalah peraduan antara 
kemaluan laki-laki dengan kemaluan perempuan yang biasa 
dilakukan untuk mendapatkan anak, dalam hal ini kemaluan laki-laki 
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harus masuk ke dalam kemaluan perempuan dengan mengeluarkan 
air mani; 
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap 
dipersidangan; 
 Bahwa  sesampai di Kabupaten Barru saksi korban  bermalan di 
rumah tante terdakwa dan tidur bersama dengan tante terdakwa 
dan keesokan harinya saksi korban dan terdakwa bermalan 
dirumah terdakwa yang berdampingan dengan rumah tante 
terdakwa dan pada  malam kedua terdakwa minta berhubungan 
badan karena pada saat itu saksi korban dan terdakwa tidur 
bersama  dan sebelum terdakwa dan saksi korban melakukan 
hubungan badan terlebih dahulu terdakwa membuka celana 
saksi korban, terdakwa mencium, memeluk, meremas payudara 
dan memegang kemaluan saksi korban, sehingga saksi korban 
juga terangsang lalu terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa  
kedalam kemaluan saksi korban dan menggoyang-
goyangkannya sehingga saksi korban dan terdakwa 
menikmatinya serta saksi korban dan terdakwa  merasakan 
enak, lalu air mani terdakwa ditumpahkan diluar; 
 
Menimbang, bahwa beradasarkan fakta hukum tersebut, terlihat 
jelas perbuatan terdakwa, dimana kemaluan terdakwa masuk 
kedalam kemaluan saksi korban Nur Intan dan setelah kemaluan 
terdakwa masuk ke dalam kemaluan saksi korban Nur Intan, 
terdakwa menggoyang-goyangkan kemaluannya sehingga air mani 
terdakwa keluar dan ditumpahkan diluar kemaluan saksi korban, 
dengan demikian melakukan persetubuhan dengannya telah 
terpenuhi; 
Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “melakukan tipu 
muslihat, serangkaiaan kebohongan atau membujuk anak 
melakukan persetubuhan dengannya”  telah terbukti menurut hukum  
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A.d. 4  Yang Dilakukan oleh Anak; 
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012  tentang Sistem Peradilan Pidana 
Anak bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang 
berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana 
dan anak yang menjadi saksi tindak pidana, sedangkan ayat 3  
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 
Pidana Anak yang menyatakan bahwa Anak yang berkonflik dengan 
hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah 
berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan 
belas) tahun yang di duga melakukan tindak pidana; 
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap 
dipersidangan,  melalui pengakuan terdakwa dipersidangan dan 
berdasarkan Hasil Penelitian Kemasyarakatan  Kabupaten Pangkep 
Nomor: W23.E7.PK.05.02-693 tanggal 20 Agustus 2014, menyatakan 
bahwa terdakwa lahir di Kabupaten  Barru dan berusia 16 Tahun, 
sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2012  tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 
terdakwa masih tergolong sebagai anak; 
Dengan demikian unsur ” yang dilakukan oleh anak telah 
terpenuhi”    
Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat 
(2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang 
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Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak  telah terpenuhi, 
maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana 
dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut; 
Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak 
menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban 
pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka 
Terdakwa  haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya; 
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah 
dan terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terhadap Terdakwa 
haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan terdakwa; 
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak bahwa Pidana pokok bagi anak terdiri atas 
pidana peringatan, pidana dengan syarat pembinaan di luar lembaga, 
pelayanan masyarakat atau pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan 
dalam lembaga dan penjara sedangkan ayat 3 menyatakan bahwa 
Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa 
penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja; 
Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan 
memperhatikan hasil penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh 
Pembimbing Kemasyarakatan yang berkesimpulan bahwa apabila 
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Terdakwa tersebut terbukti bersalah menurut hukum sebagaimana 
yang didakwakan kepadanya, alangkah baiknya untuk diberi tindakan 
untuk diserahkan kepada negara/dijadikan anak negara untuk 
pembinaannya, pembimbingannya dan pengawasannya, demi masa 
depan klien yang lebih baik; 
Menimbang, bahwa selain itu pula didepan persidangan 
pembimbing kemasyarakatan melalui tanggapannya menyatakan 
bahwa sebaiknya  terdakwa di masukkan kedalam Balai Latihan Kerja 
yang tidak berkesinambungan atau  diserahkan ke Panti Rehabilitasi 
di  Pare-Pare; 
Menimbang, bahwa Penasihat hukum terdakwa  didepan 
persidangan melalui tanggapannya menyatakan bahwa Terdakwa 
mengakui kesalahannya, dan atas hal itu ia telah menyesali dan 
berjanji tidak akan mengulanginya. Terdakwa masih anak-anak dan 
masih bisa diharapkan memperbaiki dirinya oleh karena itu apabila 
Terdakwa dijatuhi pidana maka Penasihat Hukum memohon kepada 
Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana yang sangat-sangat 
ringan. 
Serta mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya 
menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan 
mengulanginya, serta berjanji akan memperbaiki diri dan memohon 
keringanan hukuman ; 
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Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara seksama 
perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Laporan Pembimbing 
Kemasyarakatan dan tanggapan atas tuntutan dari Pembimbing 
Kemasyarakatan, permohonan dari terdakwa serta Penasihat Hukum 
Terdakwa  serta keadaan-keadaan Terdakwa selaku anak, maka 
Pengadilan berpendapat bahwa  perbuatan Terdakwa tersebut 
haruslah dijatuhi pidana, dalam rangka mewujudkan kepastian hukum  
dan keadilan, namun pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa 
tersebut bukanlah pembalasan atas kesalahan yang dilakukan 
Terdakwa tetapi lebih bersifat mendidik agar Terdakwa dapat 
memperbaiki diri sehingga tidak terjadi kesalahan yang sama di 
kemudian hari, mengingat sifat terdakwa yang masih tergolong 
sebagai anak, yang pemikiran dan perbuatannya masih labil dan 
rentan akan pergaulan-pergaulan dan pengaruh lingkungan 
disekitarnya dengan mengingat lingkungan pergaulan terdakwa yaitu  
terdakwa bekerja sebagai buruh bangunan dan terdakwa tidak tahu 
membaca karena terdakwa bersekolah hanya sampai ditingkat 
Sekolah Dasar itupun hanya sampai kelas 3 SD terdakwa putus 
sekolah karena ditinggal oleh orang tuanya; 
Menimbang, bahwa berdasarkan uraiaan dan  pertimbangan 
tersebut diatas, sehingga  pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa 
sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini merupakan hal yang 
terbaik bagi Terdakwa selaku anak, dengan harapan agar kejadian 
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yang telah dialami oleh terdakwa merupakan pembelajaran bagi 
terdakwa agar kelak dapat memperbaiki hidupnya sehingga terdakwa 
dapat hidup lebih baik dan menjadi anak yang berguna baik bagi 
dirinya sendiri,  kedua orang tuanya dan keluarga besarnya  maupun 
bagi nusa dan bangsa ;  
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan 
dan selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan 
adanya alasan untuk mengeluarkan  Terdakwa dari tahanan, oleh 
karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan, dengan 
ketentuan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa  akan 
dikurangkan  seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani 
oleh Terdakwa ; 
Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa; 
 1 (satu) lembar baju berwarna biru kombinasi warna kuning dan 
abu-abu serta pada bagian depan bertulis “BEBE” 
 1 (satu) lembar celana punting / celana Levis ; 
Dimana barang bukti tersebut adalah milik saksi korban Nurintan 
sehingga beralasan hukum apabila barang bukti tersebut kembalikan 
kepada yang berhak yakni Saksi Nur Intan Nurdin ; 
 1 (satu) buah Kutipan Akta Kelahiran No. 212/CS/PJ/1/2007 an. 
NUR INTAN NURDIN yang dikeluarkan di Pangkajene tanggal 
27 Januari 2007; 
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Tetap terlampir dalam berkas perkara ; 
 Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan 
bersalah dan bertanggung jawab atas kesalahan sebagaimana 
disebutkan di atas dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 
KUHAP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara 
yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; 
Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan 
pidana terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang 
memberatkan dan meringankan Terdakwa; 
Hal-hal yang memberatkan : 
 Perbuatan Terdakwa dapat merusak dirinya sendiri serta 
merusak diri saksi korban; 
 Perbuatan Terdakwa dapat mencoreng nama baik keluarga serta  
merupakan aib baik bagi keluarga ; 
Hal-hal yang meringankan : 
 Terdakwa berterus terang dan  berlaku sopan di persidangan,  ; 
 Terdakwa belum pernah dihukum ; 
 Terdakwa menyesali perbuatannya ; 
 Terdakwa masih anak-anak dan  masih bisa memperbaiki diri ; 
Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal yang memberatkan 
maupun yang meringankan tersebut kiranya sudah adil apabila 
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Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang ditetapkan dalam 
dictum putusan dibawah ini ; 
Mengingat dan memperhatikan Pasal 81 ayat (2) Undang-
Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,  Undang-
Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta 
peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ; 
2. Amar Putusan 
MENGADILI 
 Menyatakan Terdakwa Awaluddin Als Wawan terbukti secara 
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ 
dengan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan, 
membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”; 
 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan 
pidana penajara selama 8 (delapan) bulan, dan pelatihan 
kerja di balai latihan kerja (BLK) Kabupaten pangkep selama 
2 (dua) bulan; 
 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh 
terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan  
 Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan 
 Menetapkankan barang bukti berupa 
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 1 (satu) lembar baju berwarna biru kombinasi warna 
kuning dan abu-abu serta pada bagian depan bertulis 
“BEBE” 
 1 (satu) lembar celana punting / celana Levis ; 
Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Nur intan 
nurdin 
 1 (satu) buah kutipan akta kelahiran No.212/cs/pj/1/2007 
an. NUR INTAN NURDIN yang dikeluarkan di 
pangkajene tanggal 27 januari 2007. 
Tetap terlampir dalam berkas perkara; 
 Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar 
Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah)  
3. Komentar Penulis  
Putusan akhir (Vonis) oleh Hakim merupakan akhir dari 
suatu proses peradilan yang menentukan apakah tersangka 
dalam kasus tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana 
atau tidak. Hakim dalam menjatuhkan pidana harus berdasarkan 
pada dua alat bukti yang sah, sebagaimana yang diatur dalam 
Pasal 183 KUHAP. Putusan akhir yang menyatakan tersangka 
terbukti melakukan suatu tindak pidana didalamnya terdapat 
penjatuhan sanksi pidana terhadapnya sebagai amar putusan. 
Sebelumnya dalam putusan tersebut hakim mengemukakan 
pertimbangan-pertimbangannya. 
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Pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut meliputi 
pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan penuntut umum, 
keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti serta 
pasal-pasal hukum pidana dan pertimbangan non yuridis yang 
terdiri dari latar belakang terdakwa dalam melakukan tindak 
pidana. 
Dalam putusan No.03/PID.Sus-Anak/2014/PN.Pangkajene 
hakim memutus perkara dengan menyatakan terdakwa secara 
sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana 
yang di dakwakan penuntut umum yaitu persetubuhan terhadap 
anak. Sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU Republik 
Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. 
Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 
Pidana Anak dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 8 
(delapan) bulan dan pelatihan kerja di Balai Latian Kerja (BLK) 
Kabupaten Pangkep selama 2 (dua) bulan. 
 Terkait dengan putusan dari Pengadilan Negeri Pangkejene, 
Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding ke Pengadilan 
Tinggi Makassar karena Jaksa Penuntut Umum yang menangani 
perkara tersebut merasa tidak puas dengan alasan putusan yang 
dijatuhkan terlalu ringan dan tidak seimbang dengan perbuatan 
yang telah dilakukan oleh terdakwa, hakim juga tidak 
mempertimbangkan rasa keadilan dari sisi korban, dan putusan 
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yang dijatuhkan tidak akan menimbulkan efek jera terhadap 
terdakwa ataupun sebagai daya tangkal agar terdakwa tidak 
mengulangi perbuatannya. Pengadilan Tinggi Makassar yang 
menerima memori banding dari Jaksa Penuntut Umum 
memutuskan untuk untuk menguatkan putusan Pengadilan 
Negeri Pangkajene tanggal 15 september 2014 No. 03/PID.Sus-
Anak/2014/PN. Pangkajene yang dimintakan banding tersebut  
dengan alasan bahwa pertimbangan hakim pada tingkat pertama 
sudah benar dan tepat. 
Jika diperhatikan secara seksama penulis tidak sepakat jika 
hakim menjerat terdakwa dengan Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak meskipun 
semua unsur yang ada pada pasal tersebut telah terpenuhi dengan 
apa yang telah dilakukan terdaka yaitu perbuatan menyetubuhi 
orang lain yang masih dibawah umur akan tetapi hakim kurang 
cermat dalam melihat dan memperhatikan undang-undang yang 
dijeratkan kepada terdakwa, karena penulis berpendapat bahwa 
penggunaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 
Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut tidak dapat digunakan 
karena Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak belum berlaku setelah terdakwa melakukan 
perbuatannya,  sesuai dengan asas legalitas yang dianut bahwa 
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perbuatan tidak dapat dihukum melainkan telah diatur terlebih 
dahulu dalam Undang-undang. 
Selain itu juga penulis tidak sepakat dengan putusan dari 
Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan dari pengadilan 
Negeri Pangkajene setelah Jaksa Penuntut Umum mengajukan 
banding, karena pengadilan tinggi juga tidak memperhatikan 
penggunaan undang-undang dari Pengadilan Negeri Pangkajene 
dimana undang-undang tersebut belum berlaku pada saat terdakwa 
melakukan perbuatannya.  
Selain itu penahanan yang dilakukan oleh penyidik 
melebihi batas waktu yang telah ditentukan pada Pasal 33 Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa: 
(1) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 untuk 
kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) 
hari. 
(2) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) atas permintaan penyidik dapat diperpanjang oleh 
Penuntut Umum paling lama 8 (Delapan) hari. 
(3)  Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) telah berakhir, anak dapat dikeluarkan demi hukum. 
(4)  Penahanan terhadap anak dilaksanakan di LPAS. 
(5) Dalam hal tidak terdapat LPAS penahanan, penahanan 
dapat dilakukan di LPKS setempat. 
  
 Jika kita lihat secara seksama dalam putusan tersebut masa 
penahanan yang dilakukan oleh penyidik tidak sesuai dengan 
ketentuan pasal diatas baik penahanan maupun perpanjangan 
penahanan. Penyidik melakukan penahanan selama 20 (dua puluh) 
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hari dan perpanjangan penahanan selama 10 (sepuluh) hari. 
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh penulis, penulis 
berpendapat bahwa penyidik masih menggunakan KUHAP sebagai 
acuan penahanan maupun perpanjangan penahanan, sedangkan 
ada aturan yang lebih khusus yaitu Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang harusnya 
lebih diutamakan, Hal tersebut sesuai dengan asas Lex specialis 
derogat legi generale.  Hal ini tentunya merugikan dari sisi pelaku 
yang bisa saja mengakibat trauma terhadap si anak.  
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijelaskan maka penulis 
dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Penerapan hukum pidana materil oleh jaksa penuntut berdasarkan 
dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-
35/Pangkep/EUH.2/08/2014. Jaksa Penuntut Umum mendakwa 
terdakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu dakwaan pertama Pasal 
81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 
Anak atau dakwaan kedua dituntut Pasal 332 ayat (1) Kitab 
Undang-undang Hukum Pidana Jo. Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 
Anak. Jaksa Penuntut Umum juga telah membuktikan setiap unsur 
dari pasal yang dakwaan pertama yang didakwakan kepada 
terdakwa.  Namun penulis kurang sepakat dengan penerapan 
hukum pidana yang dilakukan oleh jaksa yang menjuntokan Pasal 
81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak dengan Undang-Undang Nomor 
11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak dalam 
dakwaannya karena undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang 
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sistem peradilan pidana anak tersebut yang digunakan oleh jaksa 
penuntut umum untuk menuntut terdakwa belum berlaku pada saat 
terdakwa melakukan perbuatannya dimana undang-undang 
tersebut berlaku sejak tanggal 31 juni 2014 sedangkan terdakwa 
melakukan perbuatannya pada tanggal 24 juni 2014, sehingga 
penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindangan Anak yang dijuntokan Dengan Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak 
tepat. karena bertentangan dengan asas legalitas dimana asa 
legalitas menjelaskan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana 
melainkan perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang. 
2. Pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan (Putusan No. 
03/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Pangkajene) tersebut meliputi 
pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan penuntut umum, 
keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti serta pasal-
pasal hukum pidana dan pertimbangan non yuridis yang terdiri dari 
latar belakang terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Dari 
putusan hakim tersbut penulis kurang setuju karena hakim dalam 
memutus perkara tersebut tidak memperhatikan undang-undang 
yang digunakan. Meskipun semua unsur yang dilakukan terdakwa 
telah terpenuhi akan tetapi hakim meutus perkara dengan 
menggunakan undang-undang yang belum berlaku, sehingga 
penulis berpendapat bahwa putusan dari Pengadilan Negeri 
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Pangkajene batal demi hukum. Meskipun telah diperkuat oleh 
putusan pengadilan tinggi akan tetapi pengadilan tinggi juga tidak 
memperhatikan undang-undang yang di gunakan oleh pangadilan 
negeri pengkajene dalam memutus terdakwa ialah undang-undang 
yang belum berlaku setelah terdakwa melakukan perbuatannya.  
B. Saran 
1. Dalam menyusun surat dakwaan jaksa penuntut umum harus 
melihat dan memperhatikan dari berbagai aspek seseorang 
melakukan kejahatan dimana undang-undang yang digunakan 
untuk menuntut pelaku ialah undang-undang yang digunakan 
sebelum seseorang melakukan kejahatan. 
2. Hakim dalam menjatuhkan suatu perkara lebih memperhatikan 
fakta-fakta yang timbul pada saat persidangan dengan melihat 
pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridisnya serta lebih 
memperhatikan pula unsur-unsur tindak pidananya, apakah 
terdakwa dapat dipidana atau tidak dapat dipidana. Dan juga dalam 
memutus suatu perkara harus melihat faktor-faktor yang 
memberatkan dan faktor-faktor yang meringankan terdakwa. 
Terlebih lagi dalam kasus Tindak Pidana Anak maka hakim tidak 
memperhatikan tuntutan dari kejaksaan yang menggunakan 
undang-undang yang baru berlaku setelah seseorang melakukan 
perbuatan pidana hal ini bertentangan dengan asas legalitas. 
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